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RENCANA INDUK SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
PROVINSI SUMATERA UTARA

A. PENDAHULUAN
1. LATAR BELAKANG
Air minum merupakan kebutuhan dasar yang sangat dibutuhkan
dalam meningkatkan kualitas kehidupan manusia dan pertumbuhan
ekonomi, sehingga pemenuhan kebutuhan akan air minum harus dijamin
oleh pemerintah. Sistem penyediaan air minum merupakan masalah
penting bila dikaitkan dengan pemenuhan kebutuhan untuk keperluan

hidup sehari-hari.

Penyediaan air minum merupakan salah satu kebutuhan dasar dan
sosial ekonomi masyarakat yang harus dipenuhi oleh pemerintah, baik itu
Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat. Ketersediaan air minum
dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, dan dapat mendorong
peningkatan produktivitas masyarakat. Oleh karena itu, penyediaan
sarana dan prasarana air minum menjadi salah satu kunci dalam
pengembangan ekonomi wilayah.

Di sisi lain, kondisi geografis, topografis dan geologis dan juga aspek
sumber daya manusia yang berbeda di setiap wilayah, menyebabkan
ketersediaan air baku dan kondisi pelayanan air minum yang berbeda
dapat memberikan implikasi penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air
Minum (SPAM) yang berbeda untuk masing-masing wilayah. Untuk itu
dibutuhkan suatu konsep dasar yang kuat guna menjamin ketersediaan
air minum bagi masyarakat sesuai dengan tipologi dan kondisi di daerah
tersebut.

Sesuai Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun
2017 tentang Rencana Tata Ruang Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-
2037 bahwa Pengembangan sistem jaringan prasarana air minum meliputi
pengembangan (SPAM) Regional pada kawasan lintas kabupaten/kota
yang berada di kawasan Medan-Binjai-Deli Serdang-Karo (Mebidangro),
kawasan Serdang Bedagai-Tebing Tinggi, kawasan Siantar-Simalungun,

kawasan Asahan-Tanjung Balai, kawasan Padang Sidempuan-Tapanuli
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Selatan, kawasan Sibolga-Tapanuli Tengah, kawasan Danau Toba, dan
Kepulauan Nias.

Pemerintah pusat melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional (RPJMN) 2020-2024 telah menetapkan target capaian akses air
minum layak sebesar 100% dan 15% air minum aman di tahun 2024.
dengan akses air minum perpipaan sebesar 30% dan askes non perpipaan
sebesar 70% pada tahun 2024. Data baseline tahun 2018 menunjukkan
bahwa cakupan penyediaan air minum nasional sekitar 72,04 %, terdiri
dari perkotaan 80,82% dan perdesaan 62,58%.

Dasar pemikiran pembentukan Sistem Penyediaan Air Minum
Regional (SPAM Regional) didasarkan pada:

- Ketersediaan air baku yang tidak merata secara geografis;
- Pemerintah Daerah baru yang muncul karena otonomi daerah; dan
- Kolaborasi antar Pememerintah Daerah untuk memanfaatkan sumber

air baku yang sama secara bersama-sama.

a. Maksud dan Tujuan

1) Maksud
Pelaksanaan kegiatan ini dimaksudkan untuk mereview atau

mengkaji ulang RISPAM Regional Serdang Bedagai - Tebing Tinggi
(SERITI) yang telah di susun pada tahun 2019, dan RISPAM
Regional Medang — Binjai — Deli Serdang (MEBIDANG), serta RISPAM
kabupaten/kota lainnya dan menganalisis potensi dibentuknya

SPAM Regional di Provinsi Sumatera Utara.

2) Tujuan
Tujuan pelaksanaan kegiatan penyusunan RISPAM Provinsi

Sumatera Utara sebagai berikut:

a) Melakukan review sistem penyediaan air minum yang telah
disusun pada tahun 2019;

b) Merencanakan sistem penyediaan air minum untuk seluruh
RISPAM regional yang teridentifikasi;

c) Memperoleh gambaran tentang kebutuhan air baku, alternatif
sumber air baku, alternatif sarana dan prasarana pengolahan air
minum, kelembagaan, rencana pembiayaan dan rencana
perlindungan air baku sampai akhir tahun perencanaan.
ketersediaan air baku harus memperhitungkan kapasitas debit
yang tersedia saat ini, kapasitas pengambilan yang diijinkan,
serta kemungkinan perubahan kualitas terkait dengan macam
dan pola kegiatan yang saat ini ada dan akan datang

berdasarkan RTRW.



d) Mewujudkan suatu sistem pelayanan air minum yang berkualitas

dan efisien dengan harga terjangkau.

b. Keluaran Pelaksanaan Kegiatan

Keluaran dari kegiatan ini adalah Dokumen Rencana Induk Sistem

Penyediaan Air Minum (RISPAM) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022-

2042 yang siap ditindaklanjuti oleh Penyelenggara SPAM Pemerintah

Provinsi Sumatera Utara menjadi dokumen legal Pemerintah Provinsi

Sumatera Utara mengenai Rencana Induk SPAM.

1) Landasan Hukum Penyusunan SPAM

Landasan hukum yang terkait dengan penyusunan Rencana

Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) Provinsi Sumatera

Utara meliputi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan

Presiden, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri serta keputusan-

keputusan lainnya pada tingkat yang lebih rendah. Dasar hukum

tersebut meliputi:

a)
b)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126;

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4725) ;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5059);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan
Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5188);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaiman telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587);Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019



g)

h)

p)

tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6405);

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang
Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4858);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun
2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5230);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun
2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun
2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018
tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja
Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6219);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun
2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan
Pengengelolaan Lingkungan Hidup(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6634);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 185 Tahun 2014
tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi;
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020

tentang RPJMN Tahun 2020-2024;



q)

aa)

bb)

cc)

dd)

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2011
tentang Penetapan Cekungan Air Tanah;

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Nomor 26/PRT/M /2014 tentang Prosedur Operasional Standar
Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum;

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Nomor 4 Tahun 2020 tentang Prosedur Opersional Standar
Penyelenggraan Sistem Penyediaan Air Minum;

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Nomor 27/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem
Penyediaan Air Minum;

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 4 Tahun
2013 tentang Pengelolaan Air Tanah;

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun
2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera
Utara Tahun 2017-2037;

Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Binjai Tahun 2011-2031;
Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 13 Tahun 2011 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan Tahun 2011-2031;
Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 12 Tahun 2012
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Gunungsitoli Tahun
2011-2031;

Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 2 Tahun 2013
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tanjungbalai Tahun
2013-2033;

Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 4 Tahun 2013
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tebing Tinggi Tahun
2013-2033;

Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 8 Tahun
2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapanuli
Tengah Tahun 2013-2033;

Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 12 Tahun 2013
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Asahan Tahun
2013-2033;

Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 12 Tahun
2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Serdang
Bedagai Tahun 2013-2033;



ee)

ff)

gg)

hh)

ii)

Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 1 Tahun 2014
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nias Tahun
2014-2034;

Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 4 Tahun 2014
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padangsidimpuan
Tahun 2013-2033;

Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 5 Tahun
2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapanuli
Selatan Tahun 2017-2037;

Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sibolga Tahun 2017-2037;
Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 1 Tahun
2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Deli
Serdang Tahun 2021-2041.

Ruang Lingkup Kegiatan

Ruang lingkup kegiatan dokumen RISPAM Regional Provinsi

Sumatera Utara memiliki output/keluaran sebagai berikut ini:

a) Persiapan

Untuk efisiensi waktu dan efektifitas kegiatan, perlu

persiapan yang matang dan pengenalan kondisi awal lapangan

dan hasil studi sebelumnya sehingga memudahkan dan

menyesuaikan dengan rencana kerja yang akan dilaksanakan

serta kegiatan pengumpulan data dasar perencanaan sebagai

data penunjang (mempelajari hasil studi terdahulu yang terkait),

meliputi:

Persiapan administrasi, personil, peralatan.

Pengumpulan laporan hasil studi yang ada.

Fungsi strategis kawasan (RTRW Kabupaten/Kota).

Data keadaan fisik dasar dan peta yang meliputi topografi,
hidrologi, geohidrologi, klimatologi, fisiografi, geologi dan
sumber-sumber air.

Sumber-sumber air baku yang bisa dimanfaatkan berupa air
permukaan, air tanah dangkal, dan air tanah dalam.

Data daerah pengaliran sungai (DPS) meliputi topografi,
morfologi dan sifat tanah.

Data curah hujan dan tangkapan air.

Penggunaan lahan dan rencana tata guna lahan dan

kecenderungan perkembangannya.



Data demografi saat ini dan 5 tahun terakhir, penyebaran
penduduk dan kepadatan.

Data sosial ekonomi-karakteristik wilayah dan kependudukan
ditinjau dari aspek sosial ekonomi (meliputi: perkembangan
PDRB, mata pencaharian dan pendapatan, adat istiadat,
tradisi dan budaya, perpindahan penduduk dan pengaruhnya
terhadap urbanisasi dan kondisi ekonomi masyarakat).

Data kesehatan-kondisi sanitasi dan kesehatan lingkungan
(meliputi:  statistik kesehatan/kasus penyakit, angka
kelahiran, kematian dan migrasi; data penyakit yang buruk
dan sarana pelayanan kesehatan).

Prasarana dan sarana kota yang ada infrastuktur (meliputi: air
minum, drainase, sanitasi/ sampah/ limbah, kawasan

strategis /pariwisata/industri).

Survey Topografi

Survey topografi, meliputi pemetaan situasi lokasi bangunan

(captering, bak penampung) skala 1: 5.000 dan trase pipa skala
horisontal 1: 25.000 skala vertikal 1: 25.000, serta pemetaan
situasi lokasi bangunan IPA skala: 5.000.

Survey Hidrologi dan Hidrogeologi

Survey hidrologi dan hidrogeologi, meliputi survey potensi air

permukaan, sumur dangkal, sumur dalam dan kualitas air.

d) Analisa dan Rencana Induk

(1) Analisa Potensi Sumber Daya Air.

Analisa untuk mengetahui besarnya kebutuhan air yang

ditentukan berdasarkan pertimbangan:

Proyeksi penduduk;

- Pemakaian air (dengan angka pemakaian air perkapita per
hari sesuai dengan ketentuan yang ada);

- Tingkat pelayanan;

- Kebutuhan air lainnya;

- Kebutuhan hari maksimum;

- Kehilangan air dan Kapasitas sistem;

- Analisa untuk mengetahui berbagai keperluan yang dapat

dilayani oleh sumber-sumber air yang bermanfaat untuk

masyarakat berdasarkan pertimbangan:



- Potensi air yang tersedia, termasuk debit air dan curah
hujan;

- Kebutuhan air untuk domestik dan non domestik;

- Kualitas air dilihat dari parameter fisika, kimia dan biologi;

- Analisa laboratorium untuk menguji kualitas air sesuai
dengan standar baku mutu air bersih atau air minum yang

berlaku di Indonesia.

(2) Pekerjaan Kajian Hidrogeologi regional dan lapangan.
(3) Pekerjaan Analisa Sosial.

Analisa mengenai hal-hal yang terkait dalam penyusunan
Rencana Induk Sistem Pengembangan Air Minum (RISPAM),
antara lain:

- Analisa proyeksi tingkat pertumbuhan penduduk;

- Pola kebiasaan dalam mengkonsumsi air;

- Persepsi masyarakat dalam pemanfaatan air;

- Kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan air

bersih/minum.

3) Lokasi Perencanaan
Lokasi perencanaan RISPAM Provinsi Sumatera Utara meliputi
33 (tiga puluh tiga) Kabupaten/Kota, dan seluruhnya sudah
memiliki dokumen RISPAM. Berikut pada tabel 1.1 dapat dilihat
kabupaten/kota yang telah menyusun dokumen RISPAM.

Berdasarkan Perda Nomor 2 tahun 2017 tentang RTRW Provinsi
Sumatera Utara, rencana pengembangan SPAM Regional di Provinsi
Sumatera Utara adalah sebagai berikut:

a) SPAM Regional Mebidangro meliputi: Kota Medan - Kota Binjai -
Kabupaten Deli Serdang - Kabupaten Karo;

S

SPAM Regional Kota Sibolga — Kabupaten Tapanuli Tengah;

Xl

SPAM Regional Kota Tebing Tinggi — Kabupaten Serdang Bedagai;

e

SPAM Regional Kota Tanjung Balai — Kabupaten Asahan;

&

SPAM Regional Kawasan Danau Toba;

N

SPAM Regional Kota Pematang Siantar — Kabupaten Simalungun;
g) SPAM Regional Kota Padang Sidimpuan - Kabupaten Tapanuli
Selatan;
h) SPAM Regional di Kepulauan Nias.
Saat ini yang sudah disusun dokumen perencanaannya yaitu
RISPAM Regional MEBIDANG (Medan-Binjai-Deli Serdang) dan
RISPAM Regional SERITI (Serdang Bedagai -Tebing Tinggi). Untuk



lebih jelasnya pada gambar 1.1 dapat dilihat lokasi RISPAM Regional

Provinsi Sumatera Utara.

Tabel 1.1 Dokumen RISPAM Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera

Utara

No. RISPAM Kabupaten/Kota E:;{;lr?sn Tahun P;{;;;ﬁlaan
1 Kabupaten Asahan Ada 2014
2 Kabupaten Batubara Ada 2012
3 Kabupaten Dairi Ada 2013
4 Kabupaten Deli Serdang Ada 2011
S Kabupaten Humbang Ada

Hasundutan 2017
6 Kabupaten Karo Ada 2013
7 Kabupaten Labuhan Batu Ada 2007
8 Kabupaten Labuhan Batu Selatan Ada 2013
9 Kabupaten Labuhan Batu Utara Ada 2010
10 Kabupaten Langkat Ada 2013
11 Kabupaten Mandailing Natal Ada 2013
12 Kabupaten Nias Ada 2015
13 Kabupaten Nias Barat Ada 2019
14 Kabupaten Nias Selatan Ada 2019
15 Kabupaten Nias Utara Ada 2021
16 Kabupaten Padang Lawas Ada 2013
17 Kabupaten Padang Lawas Utara Ada 2010
18 Kabupaten Pakpak Barat Ada 2014
19 Kabupaten Samosir Ada 2016
20 Kabupaten Serdang Bedagai Ada 2012
21 Kabupaten Simalungun Ada 2012
22 Kabupaten Tapanuli Selatan Ada 2013
23 Kabupaten Tapanuli Tengah Ada 2013
24 Kabupaten Tapanuli Utara Ada 2015
25 Kabupaten Toba Ada 2012
26 Kabupaten Gunung Sitoli Ada 2015
27 Kota Binjai Ada 2012
28 Kota Kota Medan Ada 2015
29 Kota Padang Sidimpuan Ada 2015
30 Kota Pematang Siantar Ada 2016
31 Kota Sibolga Ada 2015
32 Kota Tanjung Balai Ada 2012
33 Kota Tebing Tinggi Ada 2013

Sumber : Hasil Identifikasi



4)
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Gambar 1.1. Peta Orientasi Lokasi Perencanaan RISPAM Provinsi

Sumatera Utara

Sistematika Penyajian

Dalam penyajian Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum

(RISPAM) Provinsi Sumatera Utara, disajikan dalam bentuk dan

sistematika sebagai berikut ini:

a)

d)

Pendahuluan,

Berisi latar belakang, maksud dan tujuan, keluaran pekerjaan,
otorisasi, landasan hukum penyusunan SPAM, ruang lingkup
pekerjaan, lokasi kegiatan penyusunan RISPAM Provinsi

Sumatera Utara Tahun 2022-2042.

Kondisi Umum Daerah Studi

Pada bagian ini menyampaikan gambaran umum kondisi daerah
meliputi administrasi, kondisi fisik daerah, penggunaan lahan,
sarana dan prasarana, kependudukan, sosial, ekonomi dan

budaya, sarana kesehatan lingkungan, keuangan daerah.

Kondisi SPAM Eksisting

Memberikan gambaran kondisi eksiting SPAM kabupaten/kota di
Provinsi Sumatera Utara dari aspek teknis, permasalahan SPAM,
dan skematik SPAM eksisting serta aspek non teknis (keuangan,

institusional, dan kelembagaan).

Standar/Kriteria Perencanaan
Menyampaikan  kriteria  teknis, metoda dan  standar

pengembangan SPAM yang meliputi periode perencanaan,
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standar pemakaian air, kebutuhan air, kehilangan air serta

metoda proyeksi penduduk.

e) Proyeksi Kebutuhan Air
Membuat proyeksi tentang rencana pemanfaatan ruang, rencana
daerah pelayanan, proyeksi jumlah penduduk dan proyeksi
kebutuhan air minum SPAM Regional di Provinsi Sumatera

Utara.

f) Potensi Air Baku
Menyampaikan tentang potensi sumber-sumber air baku yang
dapat dimanfaatkan untuk penyelenggaraan SPAM Regional
Provinsi Sumatera Utara meliputi kabupaten/kota yang
berpotensi menjadi SPAM Regional.

g) Rencana Pengembangan Spam
Menguraikan mengenai  kebijakan, struktur dan pola
pemanfaatan ruang wilayah, rencana sistem pelayanan, rencana
garis besar pengembangan spam regional, kapasitas sistem,
perkiraan kebutuhan biaya (Capex dan Opex) dan prioritas SPAM

Regional.

h) Rencana Pendanaan/Investasi
Melakukan perhitungan mengenai kebutuhan investasi, sumber
dan pola pendanaan, dasar-dasar penentuan asumsi keuangan,

dan analisis kelayakan keuangan.

i) Rencana Pengembangan Kelembagaan.
Membahas mengenai lembaga  penyelenggara, struktur
organisasi, kebutuhan sumber daya manusia dan rencana

pengembangan sumber daya manusia.

B. KONDISI UMUM DAERAH

1. Gambaran Umum Provinsi Sumatera Utara
a. Kondisi Fisik Daerah
1) Letak Geografis

Provinsi Sumatera Utara berada di bagian barat Indonesia,
terletak pada garis 1° - 4° Lintang Utara dan 98° - 100° Bujur Timur.
Provinsi ini berbatasan dengan daerah perairan dan laut serta dua
provinsi lain: di sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Aceh, di
sebelah Timur dengan Negara Malaysia di Selat Malaka, di sebelah
Selatan berbatasan dengan Provinsi Riau dan Sumatera Barat, dan

di sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Hindia. Secara jelas,
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dapat dilihat pada gambar 2.1 peta Provinsi Sumatera Utara.
Batas-batas wilayah Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai

berikut:

- SebelahUtara

- SebelahBarat

: Provinsi Aceh;
: Samudera Hindia;
- SebelahSelatan : Provinsi Riau dan Provinsi Sumatera Barat;

- SebelahTimur : Selat Malaka.

Provinsi Sumatera Utara memiliki luas total sebesar kurang
lebih 182.414,25 km? yang terdiri dari luas daratan sebesar kurang
lebih 72.981,23 km? lebih
109.433,02 km?.

dan luas lautan sebesar kurang

Berdasarkan luas wilayah menurut Kabupaten/Kota di
Sumatera Utara, luas wilayah terbesar adalah Kabupaten Langkat
dengan luas 6.262,00 km? atau sekitar 8,58 % dari total luas
Sumatera Utara, diikuti Kabupaten Mandailing Natal dengan luas
6.134,00 km? atau 8,40 %, kemudian Kabupaten Tapanuli Selatan
dengan luas 6.030,47 km? atau sekitar 8,26 %, sedangkan luas
wilayah terkecil adalah Kota Tebing Tinggi dengan luas 31,00 km?

atau sekitar 0,04 %.

Perkembangan wilayah administrasi Provinsi Sumatera Utara
mengikuti dinamika kehidupan sosial ekonomi dan perpolitikan di
Indonesia. Sampai dengan akhir tahun 2017, secara administratif
wilayah Provinsi Sumatera terdiri dari 25 Kabupaten dan 8 Kota,
444 Kecamatan, 5.417 Desa dan 693 Kelurahan. Selanjutnya rincian
luas wilayah Kabupaten/Kota Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel
berikut:

Tabel 2.1 Luas Wilayah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara

Tahun 2018

LUAS
KABUPATEN/KOTA IBUKOTA KEC DESA | KEL WILAYAH

(Km2)

(1) (2) (3) ) (5) (6)
O1.| Nias Gido 10 170 0 1.842,51
02.| Mandailing Natal | Panyabungan 23 377 27 6.134,00
03.| Tapanuli Selatan | Sipirok 14 211 37 6.030,47
04.| Tapanuli Tengah | Pandan 20 159 56 2.188,00
05.| Tapanuli Utara Tarutung 15 241 11 3.791,64
06.| Toba Samosir Balige 16 231 13 2.328,89
07.| Labuhanbatu Rantau Prapat 9 75 23 2.156,02
08.| Asahan Kisaran 25 177 27 3.702,21
09.| Simalungun Pamatang Raya 32 386 27 4.369,00
10.| Dairi Sidikalang 15 161 8 1.927,80
11.| Karo Kabanjahe 17 259 10 2.127,00
12.| Deli Serdang Lubuk Pakam 22 380 14 2.241,68
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13.| Langkat Stabat 23 240 37 6.262,00
14.| Nias Selatan Teluk Dalam 35 459 2 1.825,20
15.| Humbang Dolok Sanggul 10 153 1 2.335,33
Hasundutan
16.| Pakpak Bharat Salak 8 52 0 1.218,30
17.| Samosir Pangururan 9 128 6 2.069,05
18.| Serdang Bedagai | Sei Rampah 17 237 6 1.900,22
19.| Batu Bara Limapuluh 7 141 10 922,20
20.| Padang Lawas Gunung Tua 12 386 2 3.918,05
Utara
21.| Padang Lawas Sibuhuan 12 303 1 3,892,74
22.| Labuhanbatu Kota Pinang 5 52 2 3.596,00
Selatan
23.| Labuhanbatu Aek Kanopan 8 82 8 3.570,98
Utara
24.| Nias Utara Lotu 11 112 1 1.202,78
25.| Nias Barat Lahomi 8 105 0 473,73
26.| Sibolga Sibolga 4 0 17 41,31
27.| Tanjungbalai Tanjungbalai 6 0 31 107,83
28.| Pematangsiantar | Pematangsiantar 8 0 53 55,66
29.| Tebing Tinggi Tebingtinggi 5 0 35 31,00
30.| Medan Medan 21 0 151 265,00
31.| Binjai Binjai 5 0 37 59,19
32.| Padangsidimpuan | Padangsidimpuan 6 42 37 114,66
33.| Gunungsitoli Gunungsitoli 6 98 3 280,78
SUMATERA UTARA 444 | 5.417 693| 72.981,23
Sumber: RPJMD Provinsi Sumatera Utara 2019-2023
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& w8
. Ay .ol D
ETE 5417 Desa A

371735.15
622009.44)

653258.25)

712308
57547.31)

254553.76)
128584.10}

352755.35

126830.5¢
145725.02)
1a¥1n
437557.52)

438550.12)
232693.53)

370347.17)
200475.46)
9587.12)

13561.91/
28097.90|

2333414

7585.79)
2027.00}

5552.30}

3910.39
7115095.49

B | Administrasi

ORENTASI PETA

Gambar 2.1. Peta Administrasi Provinsi Sumatera Utara.

2) Topografi, Fisiografi dan Kemiringan Lereng
Wilayah Sumatera Utara terdiri dari pantai, dataran rendah
dan dataran tinggi serta pegunungan Bukit Barisan yang membujur

ditengah-tengah dari Utara ke Selatan. Kemiringan tanah antara 0 —

12 % seluas 47.810 Km2, antara 12 — 40 % seluas 6.305 KmZ2 dan
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diatas 40 % seluas 17.719 Km?2, sedangkan luas Wilayah Danau
Toba 1.129,20 Hektar (Ha) atau 1,57 %. Ketinggian lahan di Provinsi
Sumatera Utara bervariasi mulai dari O — 2.200 m dpl. Terbagi atas 3
(tiga) bagian yaitu bagian Timur dengan keadaan relatif datar,
bagian tengah bergelombang sampai berbukit dan bagian Barat

merupakan dataran bergelombang.

Wilayah Pantai Timur merupakan dataran rendah seluas
24.921,99 Km2 atau 34,77 % dari luas wilayah Sumatera Utara
adalah daerah yang subur, kelembaban tinggi dengan curah hujan
relatif tinggi. Banjir sering melanda wilayah tersebut akibat
berkurangnya pelestarian hutan, erosi dan pendangkalan sungai.
Pada musim kemarau terjadi kekurangan persediaan air disebabkan
kondisi hutan yang kritis. Wilayah dataran tinggi dan wilayah Pantai
Barat seluas 46.758,69 Km? atau 65,23 % dari luas wilayah Provinsi
Sumatera Utara, sebagian besar merupakan pegunungan, memiliki
variasi dalam tingkat kesuburan tanah, iklim, topografi dan kontur
serta daerah yang struktur tanahnya labil. Beberapa danau, sungai,
air terjun dan gunung berapi dijumpai di Sumatera Utara serta
sebagian wilayahnya tercatat sebagai daerah gempa tektonik dan

vulkanik.

Fisiografi dataran dan dataran bergelombang berada di Pantai
Timur Sumatera Utara yang berbatasan dengan Selat Malaka.
Dataran rendah dan bergelombang ini meliputi Kabupaten Langkat
di Utara berbatasan dengan Provinsi Aceh dan terus ke Kabupaten
Deli Serdang, Serdang Bedagai, Batubara, Asahan, Labuhan Batu
sampai dengan perbatasan dengan Provinsi Riau. Pada daerah datar
dan dataran bergelombang ini terdapat banyak kota-kota besar dan
infrastruktur jalan. Dataran ini utamanya terbentuk dari batuan

hasil sedimentasi, aluvial dan batuan klastik halus dan sedang.

Kemiringan lereng di Provinsi Sumatera Utara maksimum dapat
mencapai lebih dari 60°, terutama pada daerah dengan fisiografi
perbukitan dan perbukitan Sesar Semangko. Tebing-tebing curam
ini merupakan ciri pembentukan morfologi yang disebabkan oleh
hadirnya energi besar dari pembentukan patahan. Beberapa kondisi
lereng yang terjadi juga tentunya disebabkan adanya pengaruh
pembentukan dan aktivitas Gunung Api, baik Gunung Api Toba
yang sangat tua, maupun gunung api - gunung api aktif. Pada
daerah fisiografi dataran rendah dan bergelombang, karena terdiri

utamanya adalah berupa batuan klastik halus dan sedang, serta
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pengaruh pelapukan batuan dan aliran air, maka tidak membentuk
kemiringan lereng yang besar. Perbedaan dan kondisi kemiringan
lereng ini dapat mempengaruhi tingkat resiko bencana geologi dan

peruntukan lahan yang sesuai.

Provinsi Sumut
- Terbagi dalam 3 kelompok wilayah
| | - Pantai Barat,
| | - Dataran Tinggi
- Pantai Timut

KETERANGAN
P Adminisvasi

Gambar 2.2. Peta Topografi Provinsi Sumatera Utara

Geologi dan Resiko Bencana Geologi

Secara geologis, wilayah Provinsi Sumatera Utara memiliki
struktur dan batuan yang kompleks dan beberapa kali mengalami
tumbukan dari proses tektonik karena posisinya terletak pada
pertemuan lempeng Eurasia di sebelah Timur dan lempeng Australia
di sebelah Barat. Hal ini menyebabkan terbentuknya rangkaian jalur
patahan, rekahan dan pelipatan disertai kegiatan vulkanik. Jalur
patahan tersebut melewati jalur Sumatera Utara mulai dari segmen
Alas-Karo sepanjang + 390 km merupakan sumber bencana alam
geologi berupa pusat- pusat gempa di darat, tsunami dan pemicu
terjadinya letusan gunung berapi dan tanah longsor. Jalur patahan
(subduction) di Pantai Barat sepanjang + 250 km merupakan pusat-

pusat gempa di dasar laut.

Aktivitas tektonik yang mempengaruhi di Sumatera Utara
dibedakan antara umur geologi Pra-Miosen dan Miosen hingga
Pasca-Miosen. Pola struktur berarah utara-selatan terutama
dihasilklan oleh tektonik Pra-Miosen (Mulhadiono dan Sutomo,
1984). Pola struktur Miosen dan Pasca-Miosen dengan arah Barat

Laut - Tenggara.
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Orientasi struktur tersebut berkaitan dengan pengangkatan
Bukit Barisan dan pembentukan Sesar Besar Semangko. Batuan
yang tersingkap dan menutupi di daerah Bukit barisan ini utamanya
adalah batuan yang berumur tua (Pre-Tersier) dan merupakan
batuan dari pembekuan magma, metamorf dan hasil erupsi gunung

api yang berkarakter sangat keras.

Aktivitas tektonik membentuk Cekungan Sumatera Utara kaya
dengaan potensi minyak dan gas bumi. Cekungan Sumatera Utara
terbentuk di Utara - Timur dari Bukit Barisan. Permukaan cekungan
sedimen Sumatera Utara digambarkan sebagai dataran yang jenis

batuannya tidak tersingkap.

| | PEMERINTAN PROVINS! SUMATERA UTARA

Provinsi Sumut
0-12% :47.810 Km2
12-40 % : 6.305 Km2
>40% :17.719 Km2
65,23 % pegunungan

PETA KEMRINGAN LERENG
PROVINSI SUMATERA UTARA

Gambar 2.3. Peta Kemiringan Lereng Provinsi Sumatera Utara

Sedangkan batuan yang tersingkap di daerah tersebut
umumnya adalah aluvial yang terbentuk relatif muda (umur
Kuarter) yang mempengaruhi hidrogeologi di Sumatera Utara,
utamanya bagian Utara - Timur. Tatanan Stratigrafi atau urut-
urutan batuan di Cekungan Sumatera Utara dapat di lihat di

gambar berikut.
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GLOBAL RELATIVE CHANGES
OF COASTAL ONLAP
(Vail ot al, 1977)

CHRONO-STRATIGRAPHY LITHOSTRATIGRAPHY EUSTATIC CURVES
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Gambar 2.4 Stratigrafi Cekungan Sumatera Utara

Sesuai Peta Geologi yang dimodifikasi dari Peta Geologi regional
dari Badan Geologi berbasis skala 1 : 250.000, maka pembagian
jenis batuannya dapat di lihat di peta di bawah. Pembagian
klasifikasi batuan dibuat berdasarkan pengaruh kondisi batuan
terhadap perencanaan Geoteknik, kegempaan hidrogeologi dan

resiko terhadap bencana geologi.

Daerah dengan fisiografi perbukitan memiliki kondisi batuan
metamorf, batuan beku memiliki karakter yang keras dan dapat
memberikan daya dukung yang baik untuk pembangunan, namun
demikian kemiringan lereng dapat lebih terjal. Sedang batuan non
klastik dengan daya dukung kecil atau sedang dalam peta berwarna
ungu umumnya merupakan batuan hasil pelapukan dan aliran
alivial dari pengaruh Sesar Besar Semangko dan hasil pelapukan
dan sedimentasi dari batuan gunung api tua. Batuan gunung api
yang reklatif muda biasanya masih memiliki daya dukung yang juga
cukup tinggi untuk pembangunan. Pada wilayah pesisir mendekati
pantai, baik di Pantai Barat ke Samudra Indonesia, maupun Pantai
Timur ke Selat Malaka, umumnya terdiri dari batuan sedimen
aluvial yang relatif lunak dan memiliki daya dukung kecil atau
sedang seperti batu pasir, namum memiliki karakter yang baik
sebagai akuifer air tanah. Beberapa daerah dengan batuan berwarna
coklat pada peta menunjukkan batuan aluvial yang sangat halus
berupa lumpur, lempung dan lanau yang biasanya tidak memiliki
porositas yang baik dan tidak memiliki kemampuan menjadi akuifer
yang baik pula. Batuan ini dapat berfungsi sebagai sekat antar

akuifer air tawar yang baik.
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Berdasarkan kondisi tatanan tektonika, geologi, dan
keberadaan sesar aktif yaitu Sesar Semangko, dapat dibuat Peta
Resiko Rawan Bencana Gempa seperti yang terlampir di bawah. Peta
tersebut dibuat oleh Pusat Gempa (PUSGEM) Kementerian Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat yang utamanya berupa informasi
mengenai percepatan puncak di batuan dasar untuk probabilitas
terlampaui sebesar 2 % dalam kurun waktu 50 tahun. Peta ini
mengakomodasi kemungkinan terjadinya gempa dan acuan yang
harus diperhatikan dalam pembangunan sipil. Semakin mendekati
zona subduksi tektonik di barat lepas pantai sumatera, maka nilai
resiko kegempaannya akan besar, seperti terdapat di Pulau Nias
yang berwarna coklat tua dan coklat muda. Sedangkan di daerah
Bukit Barisan, yaitu di zona pergerakan Sesar Besar Semangko,
kondisi juga sangat beresiko terhadap kegempaan, dengan nilai G
sampai dengan lebih dari 1 atau merupakan nilai maksimum. Pada
daerah pesisir utara dan timur resiko kegempaan berkurang, sejalan
dengan jauhnya jarak ke zona subduksi tektonik maupun sesar

besar Sumatera.

PEMERINTAH PROVINS! SUMATERA UTARA

Provinsi Sumut
- Jalur gempa dan potensial tanah
longsor terhadap 40-50 persen wil.
Prov Sumut
- Cekungan Sumut yang kaya akan
potensi minyak dan gas bumi

PETA GEOLOGI
PROVINSI SUMATERA UTARA

ORENTAS! PETA

Gambar 2.5 Peta Geologi Provinsi Sumatera Utara
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PEMERINTAH PROVINS! SUMATERA UTARA
N
TA

Gambar 2.6 Peta Daerah Rawan Gempa Provinsi Sumatera Utara

Peta kerawanan bahaya longsor di Sumatera Utara secara
umum telah dibuat oleh Badan Geologi, Kementerian Energi dan
Sumberdaya Mineral. Dasar pembuatan peta kerawanan terhadap
tanah longsor tersebut berdasarkan jenis batuan, kemiringan lereng,
curah hujan dan tutupan lahan di seluruh daerah di Sumatera
Utara. Berdasarkan Peta Daerah Rawan Longsor, maka daerah yang
sangat berpotensi terjadi longsor (berwarna biru sampai dengan
merah muda) adalah terutama di daerah Bukit Barisan, karena
memiliki kemiringan lereng relatif besar, dan terbentuk dari batuan
vulkanik relatif muda. Batuan vulkanik relatif muda yang mudah
lapuk dan tertransportasi oleh air pada umumnya merupakan jenis
endapan gunung api hasil lontaran dan abu letusan. Jika daerah
dengan kondisi tersebut telah dilakukan pembukaan lahan hutan
dan dilakukan pembangunan maka resiko terhadap terjadinya

longsoran akan semakin tinggi, terutama di musim hujan.

Pada daerah dataran dan dataran bergelombang di sebelah
Utara dan Timur Sumatera Utara tidak memiliki kemiringan lereng
yang besar, maka tidak memiliki potensi bahaya longsor yang tinggi.
Daerah ini juga jauh dari sumber gempa, namun demikian karena
kondisi permukaan yang datar dan berelevasi rendah serta banyak
aliran sungai yang mengalir, maka daerah ini memiliki kerawanan
terhadap bahaya banjir. Di daerah pantai Barat Sumatera Utara dan
Pulau Nias juga memiliki kondisi daerah yang permukaannya relatif

datar dan elevasinya rendah, sehingga berpotensi terhadap
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terjadinya bencana banjir. Pada bagian-bagian tertentu di daerah

Bukit Barisan, karena akibat terbentuknya lembah-lembah.

¢ ‘
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Gambar 2.8 Peta Daerah Rawan Banjir Provinsi Sumatera Utara

4) Hidrogeologi Provinsi Sumatera Utara
Provinsi Sumatera Utara memiliki cukup banyak kemungkinan
dan potensi terdapat air tanah yang dapat dimanfaatkan untuk
sumber air bersih. Secara hidrogeologi dapat dibagi berdasarkan,
jenis dan efektivitas dari akuiver air tanah, jenis batuan akuifer air

tanah dan pembagian dari cekungan air tanah itu sendiri.

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26

Tahun 2011 tentang Penetapan Cekungan Air Tanah dan Peraturan
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Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor

2 Tahun 2017 tentang Cekungan Air Tanah di Indonesia, Cekungan

air Tanah di Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2 Cekungan Air Tanah di Provinsi Sumatera Utara

Kabupaten/Kota
No Nama CAT . p / Keterangan
di Sumatera Utara
Aceh —
1. |L Langkat
angsa angxa Sumatera Utara
2. | Kutacane Karo Aceh -
Sumatera Utara
. . Aceh —
3. | Sibulus Salam Tapanuli Tengah
Sumatera Utara
Langkat, Deli Serdang,
Serdang Bedagai, Asahan,
K Simal Labuh
4. | Medan aro, stmatungun, Labuhan Sumatera Utara
Batu, Kota Binjai, Kota
Medan, Kota Tebing Tinggi,
Kota Pematang Siantar,
Dairi, Pakpak Bharat,
5. Sidikalang Samosir, Tapanuli Utara, Sumatera Utara
Humbang Hasundutan,

6. Samosir Samosir Sumatera Utara
7. | Porsea-Prapat Toba Samosir, Simalungun Sumatera Utara
Tapanuli Utara, Humbang
8. | Tarutung Hasudutan, Toba Samosir Sumatera Utara
9. | Gunung Sitoli Nias, Nias Selatan Sumatera Utara
10. | Lahewa Nias Sumatera Utara
11. | Sirombu Nias Sumatera Utara
T Li T h, T li
12. | Kuala Batangtoru apanui tengan, . apanui Sumatera Utara

Selatan, Padang Sidempuan
13. | Pekanbaru Labuan Batu, Tapanuli Sumate'ra Utara -
Selatan Riau
T li Sel M ili
14. | Banjarampa apanuli Selatan, Mandailing Sumatera Utara
Natal
T li Selat Mandaili
15. | Penyambungan apatiuti selatan, Mancating Sumatera Utara
Natal
16. | Pasaribuhan Tapanuli Selatan Sumatera Utara
T li Selat Pad
17. | Padangsidempuan gpanu 1 >elatan, fadansg Sumatera Utara
Sidempuan
Natal- -
18. éta . Mandailing Natal Sumatera Utara
Ujunggading Sumatera Barat
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Provinsi Sumut

- Memiliki 8 imbuhan :

o CAT Medan

o CAT Sibulus Salam

o CAT Sidikalang

o CAT Samosir

o CAT Porsea Prapat

o CAT Tarutung

o CAT Kuala Batangtoru

o CAT Teluk Durian/ Pekanbaru
e CAT Padangsidempuan -

Gambar 2.9 Peta Cekungan Air Tanah Provinsi Sumatera Utara

Berdasarkan karakter akuifer air tanah dan jenis batuan

pembentuk akuifer, cekungan air tanah di Provinsi Sumatera Utara

mengacu pada peta yang dikeluarkan oleh Badan Geologi,

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Jenis-jenis akuifer di

Provinsi Sumatera Utara dibagi menjadi dibagi sebagai berikut:

Tabel 2.3 Jenis — Jenis Akuifer di Provinsi Sumatera Utara

Nama . Jenis Akuifer dan Produktifitas .
No Cekungan Air . Batuan Akuifer
Akuifer
Tanah

1. Langsa Sistem Akuifer Ruang Antar Butir; | Endapan lepas,
Produktifitas Akuifer Produktif Batuan padu
Tinggi Dgn Penyebaran Luas ;
Keterusan Sedang - Tinggi ; Debit

> 10 L/Dtk

2. Kutacane Sistem Akuifer Celah/Sarang; Endapan lepas
Produktifitas Akuifer Produktif
Kecil Setempat Berarti; Keterusan
Rendah; Debit Langka

3. Sibulus Salam Sistem Akuifer Ruang Antar Butir; | Endapan lepas,
Produktifitas Akuifer Produktif Batuan padu
dengan Penyebaran Luas;
Keterusan Sedang; Debit 5-10
L/Dtk

4. Medan Sistem Akuifer Celahan Dan Antar | Batuan
Butir; Produktifitas Akuifer volkanik,
Produktif Tinggi Dgn Penyebaran Endapan lepas,
Luas; KeterusanRendah - Tinggi; Batuan padu,
Debit <5 sd >10 L/Dtk

S. Sidikalang Sistem Akuifer Celahan Dan Antar | Batuan
Butir; Produktifitas Akuifer volkanik,
Setempat Produktif endapan lepas
Keterusan Rendah - Tinggi; Debit
Langka

6. Samosir Sistem Akuifer Celahan Dan Antar | Endapan lepas,
Butir; Produktifitas Akuifer Batuan volkanik
Setempat Produktif;
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Keterusan Rendah - Tinggi; Debit
Langka

7. Porsea-Prapat Sistem Akuifer Celahan Dan Antar | Endapan lepas,
Butir; Produktifitas Akuifer Batuan volkanik
Setempat Produktif;
Keterusan Rendah - Tinggi;
Debit Langka

8. | Tarutung Sistem Akuifer Celahan Dan Antar | Batuan
Butir; Produktifitas Akuifer volkanik,
Setempat Produktif endapan lepas
Keterusan Rendah - Tinggi;
Debit Langka

9. Gunung Sitoli Sistem Akuifer Ruang Antar Butir; | Endapan lepas,
Produktifitas Akuifer Produktif Batuan padu
Sedang dengan Penyebaran Luas;
Keterusan Sedang; Debit < 5
L/dtk

10. | Lahewa Sistem Akuifer Celahan, Rekahan Batugamping,
& Saluran Pelarutan Endapan lepas,
Produktifitas Akuifer Setempat Batuan padu
Produktif Keterusan Rendah -
Sedang; Debit < 5 L/dtk

11. | Sirombu Sistem Akuifer Ruang Antar Butir; | Endapan lepas,
Produktifitas Akuifer Produktif Batuan padu
Sedang;
Keterusan Rendah; Debit < 5 L/dtk

12. | Kuala Batangtoru | Sistem Akuifer Ruang Antar Butir; | Endapan lepas,
Produktifitas Akuifer Produktif Batuan
Sedang Dgn Penyebaran Luas; volkanik,
Keterusan Sedang; Debit < 5 sd 10 | Batuan padu
L/Dtk

13. | Pekanbaru Sistem Akuifer Ruang Antar Butir; | Batuan lepas
Produktifitas Akuifer Produktif
Dgn Penyebaran Luas;Keterusan
Sedang; Debit 5 - 10 L/Dtk

14 | Banjarampa Sistem Akuifer Ruang Antar Butir; | Batuan lepas
Produktifitas Akuifer Produktif
Sedang Dgn Penyebaran Luas;
Keterusan Sedang; Debit < 5 L/Dtk

15. | Penyambungan Sistem Akuifer Ruang Antar Butir; | Batuan lepas
Produktifitas Akuifer Produktif
Sedang Dgn Penyebaran Luas;
Keterusan Sedang; Debit < 5 L/Dtk

16. | Pasaribuhan Sistem AkuiferRuang Antar Butir; Batuan lepas
Produktifitas Akuifer Produktif
Sedang dengan Penyebaran Luas;
Keterusan Sedang; Debit < 5
L/dtk

17. | Padangsidempuan | Sistem Akuifer Celahan Dan Antar | Batuan
Butir; Produktifitas Akuifer volkanik,
Produktif Tinggi Dgn Penyebaran Endapan lepas
Luas; Keterusan Rendah - Tinggi;
Debit <5 - 10 L/Dtk

18. | Natal-Ujunggading | Sistem Akuifer Ruang Antar Butir; | Endapan lepas,

Produktifitas Akuifer Produktif
Sedang Dgn Penyebaran Luas;
Keterusan Sedang; Debit < 5 L/Dtk

Batuan
volkanik,
Batuan padu
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Gambar 2.11 Peta Litologi Akuifer Provinsi Sumatera Utara

Pada Area Cekungan Air Tanah memiliki daerah-daerah
imbuhan yang dilindungi secara lingkungan untuk memungkinkan
masuknya air ke dalam sistem air tanah dan berada di hulu dan
atau daerah yang elevasinya lebih tinggi. Sesuai RTRW Pemerintah
Provinsi Sumatera Utara, daerah imbuhan tersebut adalah :

- CAT Medan di Kabupaten Langkat, Deli Serdang, Karo, dan
Simalungun;

- CAT Sibulus Salam di Kabupaten Tapanuli Tengah;

- CAT Sidikalang di Kabupaten Dairi, Samosir, dan Humbang
Hasundutan, Pakpak Bharat;
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- CAT Samosir di Kabupaten Samosir;
- CAT Porsea Prapat di Kabupaten Toba Samosir;
- CAT Tarutung di Kabupaten Tapanuli Utara;
- CAT Kuala Batangtoru di Kabupaten Tapanuli Selatan dan
Kabupaten Tapanuli Utara;
- CAT Teluk Durian/ Pekanbaru di Kabupaten Labuhanbatu
Selatan, Padanglawas dan Padanglawas Utara; dan
- CAT Padangsidempuan di Kabupaten Tapanuli Selatan.
Aspek Hidrologi
Kondisi hidrologi di Provinsi Sumatera Utara terdiri dari air
permukaan yaitu sungai, danau, rawa dan air bawah tanah, secara
keseluruhan wilayah terbagi 71 DAS. Jumlah induk sungai
sebanyak 99 buah, anak sungai sebanyak 783 buah, ranting sungai

659 buah, dan anak ranting Sungai 342 buah.
a) Daerah Aliran Sungai (DAS)

Provinsi Sumatera Utara terbagi atas 71 DAS yang terdiri
dari 20 DAS dalam Satuan Wilayah Pengelolaan (SWP) DAS
Wampu Sei Ular, dan 51 DAS yang masuk SWP DAS Asahan
Barumun dan 3 (tiga) DAS lintas provinsi. Berdasarkan kriteria
DAS dikelompokkan kepada DAS Prioritas I (DAS yang dipulihkan
daya dukungnya) dan DAS Prioritas II (DAS yang dipertahankan
daya dukungnya).

(1) SWPDAS Wampu Sei Ular

Berdasarkan hasil Review Batas DAS yang dikeluarkan Balai
Pengelolaan DAS Wampu Sei Ular Tahun 2009, luas SWP
DAS Wampu Sei Ular + 3.164.256,95 Ha

SWP BPDAS WAMPU SEI ULAR
WILAVALL ADMININ AN RATL PA T
o

Gambar 2.12 Peta SWP DAS Wampu Sei Ular
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Penggolongan DAS Prioritas di SWP DAS Wampu Sei Ular

adalah sebagai berikut :

- DAS Prioritas I (DAS yang dipulihkan daya dukungnya)
adalah: DAS Deli seluas 45.685,02 Ha; DAS Wampu
seluas 415.617,46 Ha; DAS Batang Serangan seluas
164.909,66 Ha; DAS Padang 110.801,58 Ha; DAS Ular.
130.929,01 Ha; DAS Besitang 96.494,12 Ha; DAS
Belawan 41.099,95 Ha; DAS Singkil 1.388.544,09 Ha;
DAS Percut 42.758,20 Ha;

- DAS  Prioritas II (DAS yang dipertahankan daya
dukungnya) adalah: DAS Lepan seluas 57.407,75 Ha;
DAS Asam Kumbang seluas 48.960,05 Ha; DAS Bolon
seluas 195.695,31 Ha; DAS Babalan seluas 15.292,22 Ha;
DAS Bedagai seluas 69.696,93 Ha; DAS Belumai seluas
78.624,55 Ha; DAS Hapal seluas 93.813,43 Ha; DAS
Merbau seluas 92.017,41 Ha; DAS Batang Kuis seluas
13.302,53 Ha; DAS Perupuk seluas 35.675,49 Ha dan
DAS Sialang Buah seluas 26.932,2 Ha.

SWIHPDAS WAMPIL SIC AR
VIS R PRISIL IS TANA
u

PO IHEE AN Ak

RN e

Sumber : RPJMD Provinsi Sumatera Utara 2019-2023
Gambar 2.13 DAS Prioritas SWP Wampu Sei Ular

Satuan Wilayah Pengelolaan (SWP) Wampu Sei Ular Dari
total seluas 3.122.923,71 Ha, hampir disemua DAS terdapat
lahan sangat kritis. Banjir dan longsor merupakan
permasalahan yang timbul akibat tidak maksimalnya
pengelolaan DAS, disamping tingkat kelerengan lahan. Pada
DAS SWP Wampu Sei Ular dengan melihat kondisi DAS nya,
Kabupaten/Kota yang potensi rawan banjir dan longsor

dilihat dalam tabel 2.4.
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Tabel 2.4 DAS SWP Wampu Sei Ular Yang Berpotensi Rawan

Banjir dan Longsor

No | Permasalahan| Kabupaten / Kecamatan

Kota

Banjir Medan Medan Maimun, Medan
Polonia, Medan Denai,
Sunggal, Belawan, Medan
Kota, Helvetia, Medan

Tembung.

Deli Serdang Namo rambe, Lubuk
Pakam.

Langkat Kuala, Wampu, Stabat,

Secanggang, Tj. Pura,
Bahorok, Selesai, Batang
Serangan , Besitang dan

Selapian.

Tebing Tinggi Tebing Tinggi.

Serdang Pantai Cermin, Rambutan,

Bedagai Bajenis, Perbaungan,
Pantai Labu

2. Longsor Deli Serdang Kutalimbaru, Dolok

Silau,

Langkat Sei  Bingei, Merdeka,

Bahorok, Besitang

Karo Berastagi, Tiganderket,
Tiga Binanga, Silimakuta,
Payung, Namanteran,
Merek, GunungMeriah

Dairi Kuta Buluh, Silalahi.

Sumber : RPJMD Provinsi Sumatera Utara 2019-2023

SWPDAS Asahan Barumun

SWP Asahan Barumun terdiri dari 51 DAS yang tersebar
dalam 16 Kabupaten dan 3 (tiga) Kota. DAS-DAS tersebut

dibagi dalam urutan DAS Prioritas berdasarkan penetapan

urutan Prioritas DAS tahun 2008 sebagai berikut :

DAS Prioritas I (DAS yang dipulihkan daya dukungnya)
yakni : Asahan Toba (633.725,13 Ha); Susua, Nias Selatan
(25.108,26 Ha); Batang Gadis (487.536,63 Ha); Muzoi
(77.947,22 Ha); Oyo(55.111,44 Ha).

DAS Prioritas II (DAS yang dipertahankan daya
dukungnya) yakni : Tumula (11.535,03 Ha), Mola
(16.668,70 Ha), Idanoi (8.137,06 Ha), Sowu (20.114,21
Ha), Eho (25.437,35Ha), Gidosibua (15.950,25 Ha),
Mejaya (11.059,06 Ha), Sialikhe (9.568,46 Ha), Nou
8.824,16  Ha), Morro (10.943,40 Ha), Sibin (11.235,43
Ha), Sibundong (116.039,78 Ha),Oou (13.881,64 Ha),
Batang Toru (303.439,78 Ha), Lumut (57.808,46Ha),
Hoya (4.254,44 Ha), Tabuyung (50.506,68 Ha), Masio
(8.263,50 Ha), Kolang (57.029,32 Ha), Tulumbaho
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(13.762,04 Ha), Barumun Bilah (1.329.300,29 Ha), Batu
Garigis (40.566,74 Ha), Batang Garoga (15.940,76 Ha),

Natal, Tolang, Batahan, Za'ua, Sokhili, Bintuas dan Gari.

Dari total luas Satuan Wilayah Pengelolaan (SWP)
Asahan Barumun seluas 4.517.400,82 Ha, juga terdapat
sejumlah lahan sangat kritis pada beberapa
Kabupaten/Kota, yaitu:

Tabel 2.5 Kondisi Kekritisan Lahan di Wilayah Kerja
BPDASHL Asahan Barumun

No Kelas Kekritisan Luas (ha) Persentase (%)
Lahan

1. | Tidak Kritis 559.875,16 12,39
2. | Potensial Kritis 1.065.612,30 23,59
3. | Agak Kritis 2.235.945,76 49,50
4. | Kritis 384.157,07 8,50
5. | Sangat Kritis 271.810,53 6,02
Grand Total 4.517.400,82 100,00

Sumber : RPJMD Provinsi Sumatera Utara 2019-2023

Kondisi DAS di Sumatera Utara sudah sangat mendesak
untuk ditangani. Kerusakan bukan hanya terjadi di bagian hilir
DAS tetapi juga di bagian hulu DAS yang merupakan daerah
penyangga. Di bagian hulu dan tengah DAS sering kali terjadi
alih fungsi lahan, dimana lahan yang seharusnya kawasan hutan
dialih fungsikan menjadi kawasan perkebunan dan kegiatan
ekonomi lainnya. Hal ini yang mengakibatkan run-off tinggi
sehingga menimbulkan bencana longsor di bagian hulu dan

banjir di bagian tengah dan hilir DAS.
Sungai

Sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat nomor 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan
Wilayah Sungai, sungai-sungai di Provinsi Sumatera Utara
dikelompokkan ke dalam 11 Satuan Wilayah Sungai berdasarkan
lintas wilayahnya. WS Strategis Nasional terdiri dari WS Belawan-
Ular-Padang, WS Toba-Asahan dan WS Batang Angkola-Batang
Gadis. WS Lintas Provinsi yaitu WS Alas Singkil lintas Provinsi
dengan Provinsi Aceh, WS Batang Natal-Batang Batahan lintas
Provinsi dengan Sumatera Barat dan SWS Rokan lintas Provinsi
dengan  Riau. Sementara WS  Wampu-Besitang Lintas

Kabupaten/Kota, WS Bah Bolon Lintas Kabupaten/Kota, WS
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Barumun-Kualuh adalah lintas Kabupaten/Kota, WS Pulau Nias
Lintas Kabupaten/Kota, WS Sibundong-Batang Toru Lintas
Kabupaten/Kota.

| PEMERINTAN PROVINS! SUMATERA UTARA

PETA WILAYAH SUNGAI
PROVINSI

W T wa

> o

Gambar 2.15 Peta Daerah Aliran Sungai Provinsi Sumatera Utara
Rawa

Provinsi Sumatera Utara memiliki lahan rawa dengan luas
baku 1.012.005 Ha yang letaknya tersebar di Pantai Timur dan
Pantai Barat. Dari luas tersebut, yang dapat
dimanfaatkan/dikembangkan untuk lahan pertanian dan

pertambakan mencapai 325.710 ha (32,18 %) namun dalam
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pengembangannya harus terlebih dahulu mendapat persetujuan
dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk dapat
dijadikan areal pertanian. Lahan rawa yang potensial untuk
pertanian seluas 189.426 ha, dan yang sudah mempunyai tata

air jaringan rawa (sudah fungsional) seluas 34.923 ha (3,45%).

d) Danau

Badan air berupa danau meliputi Danau Siais di Kabupaten
Tapanuli Selatan dan Danau Balimbing di Kabupaten Padang
Lawas Utara, Danau Pandan di Kabupaten Tapanuli Tengah,
Danau Lau Kawar di Kabupaten Karo dan yang terbesar yaitu
Danau Toba yang terletak di dataran tinggi di wilayah tengah
meliputi 7 (tujuh) Kabupaten seluas 112.986,15 ha. Di Pulau
Samosir Kabupaten Samosir terdapat dua danau yaitu Danau
Sidihoni dan Danau Aek Natonang. Danau dengan debit air
cukup besar berpotensi bagi pengembangan sistem pengairan
dan peyediaan air baku dan danau yang memiliki air terjun yang
potensial sebagai sumber energi. Juga terdapat potensi air tanah
dimana empat diantaranya dari cekungan air bawah permukaan

berada pada lintas provinsi.

6) Klimatologi
Iklim di Sumatera Utara termasuk iklim tropis yang dipengaruhi
oleh angin Passat dan angin Muson. Sebagaimana Provinsi lainnya
di Indonesia, Provinsi Sumatera Utara mempunyai musim kemarau
dan musim penghujan. Musim kemarau biasanya terjadi pada bulan
Juni sampai dengan September dan musim penghujan biasanya
terjadi pada bulan November sampai dengan bulan Maret, diantara

kedua musim itu diselingi oleh musim pancaroba.

Curah hujan relatif cukup tinggi yaitu berkisar 1.431 - 2.265
mm per tahun atau rata-rata 2.100 mm per-tahun, dengan jumlah
hari hujan rata-rata sebesar 173 - 230 hari per tahun. Pada wilayah
kering, curah hujan tahunan rata-rata kurang dari 1.500 mm yang
tercatat di beberapa bagian wilayah Simalungun, Tapanuli Selatan,
dan Tapanuli Utara, sedang curah hujan tinggi berkisar antara
2.000 sampai 4.500 mm berlangsung sepanjang tahun di wilayah
Kabupaten Asahan, Dairi, Deli Serdang, Karo, Labuhan Batu,
Langkat, Nias, Tapanuli Tengah, dan sebagian besar Kabupaten
Tapanuli Selatan. Musim kemarau pada umumnya terjadi pada Juni
sampai September dan musim penghujan terjadi pada bulan

November sampai Maret.
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Provinsi Sumatera Utara beriklim cukup panas bisa mencapai

35,80° C, sebagian daerah berbukit dengan kemiringan yang landai,

beriklim sedang dan sebagian lagi berada pada daerah ketinggian

yang suhu minimalnya bisa mencapai 13,40° C. Kelembaban udara

rata-rata 78 % sampai dengan 91 %.

b. Sarana dan Prasarana

1) Sistem Pengelolaan Air Limbah

Pengelolaan air limbah domestik di Sumatera Utara terdiri dari

dua sistem yitu sistem sewerage dan sistem septik tank tradisional.

a)

Sistem sewerage

Sistem pembuangan air limbah terpusat di Sumatera Utara
mencakup Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) untuk black
water dan grey water beserta jaringan pengumpul air limbah.

- IPAL Cemara dengan kapasitas pengolahan limbah cair 60.000
m3/hari sampai pada tahun 2012 baru terpakai 20.000
m3/hari. Untuk wilayah barat Kota Medan, direncanakan
sampai tahun 2030 akan dibangun sistem pembuangan air
limbah terpadu di daerah Polonia.

- IPAL Ajibata di kawasan Danau Toba.

Sistem Tanki Septik

Cakupan terhadap layanan sumber air minum bagi
penduduk Sumatera Utara sampai dengan tahun 2015 yang
terbesar masih menggunakan air kemasan sebesar 32,92 % dan
sumur 18,28%. Untuk pelayanan air minum perpipaan jumlah
rumah tangga terlayani masih sebesar 14,34 % dan hampir 85,66
% dari penduduk Provinsi Sumatera Utara masih mengandalkan
air sumur, air sungai, air hujan, dan air dalam kemasan sebagai
sumber air minumnya. Pelayanan air minum di Kota Medan
masih sebesar 33,72 % dan 60,45 % menggunakan air kemasan.
Cakupan sanitasi dasar di Sumatera Utara dalam penggunaan
tangki septik menurut rumah tangga sebesar 69,76 %. Masih
terdapat masyarakat yang berperilaku buang air besar
sembarangan di Sumatera Utara, seperti kolam/sawah sebesar
10,78 %, Sungai/Danau sebesar 17,33 %, dan lainnya 2,13 %.
Pengguna tangki septic di kota Medan sebesar 94,53 %.

2) Sistem Pengelolaan Sampah

Kondisi eksisting pengelolaan sampah di Provinsi Sumatera

Utara baru bisa menangani 11 persen dari total volume sampah 3,69
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juta ton per tahun. Artinya 89 % sampah di Sumatera Utara tak
terkelola. Persoalan sampah masih menjadi pekerjaan rumah bagi
sejumlah daerah, salah satunya Sumatera Utara. Oleh karena itu,
Pemerintah Provinsi Sumatra Utara tengah mencari cara agar

pengelolaan sampah dapat meningkat.

Produksi sampah di Sumatera Utara mencapai 10.091 ton per
hari atau 3,69 juta ton per tahun. Namun, sampah yang terkelola di
Sumatera Utara baru 11 %. Pada 2019, Pemerintah Provinsi telah
membangun satu unit Pusat Daur Ulang (PDU) di Kecamatan
Beringin, Kabupaten Deli Serdang. PDU ini akan mengubah sampah

menjadi kompos, biogas dan bahan bakar untuk produksi.

Masalah utama pengelolaan sampah ini adalah perilaku dan
peran serta masyarakat yang masih rendah, sehingga terus
memproduksi sampah dalam jumlah besar. Masalah sampah ini
terjadi di seluruh Indonesia, karena itu Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan meluncurkan program Gerakan Nasional
Pilah Sampah dari Rumah. Tujuannya agar mempermudah proses
pengumpulan dan pengangkutan ke tempat pengelolaan sampah

dan pemrosesan akhir.

Gerakan pemilahan sampah dari rumah penting, karena secara
nasional rumah tangga menghasilkan 36 % sampah, selanjutnya
pasar dan perniagaan 38 %, dan sisanya 26 % dari perkantoran dan
fasilitas publik. “Gerakan ini dicetuskan Kementerian Lingkungan
dan Kehutanan, dan ini gerakan yang sangat tepat karena sampah

paling besar berasal dari masyarakat.

Membudayakan pemilihan sampah maka akan mempermudah
pengelolaan sampah. “Kalau sampah sudah terpilah maka akan
mudah untuk pengelolaannya. Dan ini harus dilakukan sejak dari
rumah tangga. Bila sudah terkelompokkan maka akan mudah dan

cepat membuat sampah menjadi barang yang berguna dan bernilai.

Jaringan Jalan
Perkembangan panjang dan kondisi jalan berdasarkan
kewenangan di Provinsi Sumatera Utara berdasarkan kondisi Tahun

2014 - 2018 sebagaimana terdapat pada Tabel berikut ini :
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Tabel 2.6 Panjang Jaringan Jalan Provinsi Berdasarkan Kondisi
Tahun 2014 - 2018

. KONDISI PANJANG JALAN
JALAN 2014 2015 2016 2017 2018

;| Kondisi Jalan 74,42 76,11 80,83 84,31 81,17
Mantap

2 | Kondisi Baik 1.100.10 | 1-236:23 | 1.397,83 | 1.346,28 | 1.026,77

3 | Kondisi Sedang | 1.078,56 | 1.083,97 | 1.066,37 | 1.223,84 | 1.410,82

4 | Kondisi Rusak 259,00 | 259,72 | 242,12 177,42 | 217,13

5 | KondisiRusak | )75 | 46858 | 342,18 300,97 | 350,92

Berat
Total 3.122,92 | 3.124,61 | 3.129,33 | 3.132,82 | 3.086,81

Sumber : Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provsu Tahun 2018

Dari tabel diatas dapat dilihat panjang jaringan jalan Provinsi

dengan kondisi jalan mantap setiap tahunnya mengalami

peningkatan terlihat dari tahun 2014 dengan panjang jalan 74.42
Km sampai dengan tahun 2017 mencapai angka sebesar 84,31 Km.
Namun untuk tahun 2018 kemantapan jalan tersebut menurun
menjadi 81,17 % status dari

disebabkan peralihan jalan

Kabupaten/Kota menjadi jalan provinsi, demikian juga halnya
peralihan jalan provinsi menjadi jalan nasional. Jalan provinsi yang
3.048,50 km dengan (SK  Gubsu No.
188.44/31/KPTS/2012) menjadi 3.005,63 km dengan 171 ruas
SK Gubernur No.

188.44 /673 /KPTS/2018 tanggal 8 Juni 2018).

semula 144 ruas

(berdasarkan Sumatera Utara

Indikator kinerja utama dalam dalam penyediaan jalan untuk
melayani kebutuhan masyarakat adalah Pemenuhan Standard
Pelayanan Minimal (SPM) di Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang pada Sub Bidang Jalan yaitu dengan meningkatnya kualitas

layanan jalan Provinsi sebesar 60 % di tahun 2019.

c. Sosial, Ekonomi, dan Budaya
1) Sosial

a) Klasifikasi Kesejahteraan Keluarga

Berdasarkan kesejahteraan keluarga, Kota Medan memiliki
keluarga Pra Sejahtera tertinggi, sebanyak 59.307 keluarga.
Sedangkan untuk Keluarga Sejahtera 1, Kabupaten Deli Serdang
memiliki jumlah tertinggi, yaitu sebanyak 134.371 keluarga.

Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut ini:
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Tabel 2.7 Jumlah Keluarga Menurut Kabupaten/Kota dan
Klasifikasi Keluarga di Provinsi Sumatera Utara

Tahun 2019
Kabupaten / Kota Pra Keluarga Jumlah
sejahtera Sejahtera 1
O1. Nias 9.898 4.374 14.272
02. Mandailing Natal 10.847 19.395 30.242
03. Tapanuli Selatan 7.488 18.441 25.929
04. Tapanuli Tengah 8.427 18.130 26.557
05. Tapanuli Utara 5.760 13.430 19.190
06. Toba Samosir 3.668 10.763 14.431
07. Labuhanbatu 12.790 26.285 39.075
08. Asahan 24.693 41.695 66.388
09. Simalungun 20.568 59.667 80.235
10. Dairi 6.026 17.891 23.917
11. Karo 9.651 23.965 33.616
12. Deli Serdang 53.548 134.371 187.919
13. Langkat 38.548 76.812 115.360
14. Nias Selatan 22.558 10.929 33.487
15. Humbang 2.512 12.028 14.540
Hasundutan

16. Pakpak Bharat 1.008 2.788 3.796
17. Samosir 2.211 6.310 8.521
18. Serdang Bedagai 20.528 30.030 50.558
19. Batu Bara 10.530 26.271 36.801
20. Padang Lawas Utara 5.468 9.281 14.749
21. Padang Lawas 7.851 12.258 20.109
22. Labuhanbatu Selatan 12.844 13.507 26.351
23. Labuhanbatu Utara 12.790 15.990 28.780
24. Nias Utara 10.181 5.178 15.359
25. Nias Barat 5.340 3.196 8.536
26. Sibolga 354 2.136 2.490
27. Tanjungbalai 2.332 9.749 12.081
28. Pematangsiantar 2.509 13.774 16.283
29. Tebing Tinggi 1.752 3.818 5.570
30. Medan 59.307 117.793 177.100
31. Binjai 5.000 18.809 23.809
32. Padangsidimpuan 2.006 4.873 6.879
33. Gunung Sitoli 4.680 7.011 11.691

Sumatera Utara 403.493 790.921 1.194.414

Sumber : RPJMD Provinsi Sumatera Utara 2019-2023

b) Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Provinsi

Kabupaten Nias Barat merupakan kabupaten dengan

Kota Medan, merupakan kota dengan IPM tertinggi di

terendah yaitu 61,14.

Sumatera Utara dengan nilai

80,97.

Sedangkan
IPM

Tabel 2.8 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota
di Sumatera Utara Tahun 2019

Kabupaten / Kota 2014 2015 | 2016 | 2017 | 2018 2019
01 | Nias 57,98 | 58,85 59,75 | 60,21 | 60,82 61,65
02 | Mandailing 63,42 63,99 64,55 | 65,13 | 65,83 66,52
Natal

03 | Tapanuli 67,22 67,63 68,04 | 68,69 | 69,10 69,75
Selatan

04 | Tapanuli 66,16 | 67,06 | 67,27 | 67,96 | 68,27 68,86
Tengah

05 | Tapanuli Utara 70,70 | 71,32 71,96 | 72,38 | 72,91 73,33

06 | Toba Samosir 72,79 73,40 73,61 | 73,87 | 74,48 74,92
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07 | Labuhanbatu 70,06 | 70,23 | 70,50 | 71,00 | 71,39 71,94

08 | Asahan 67,51 68,40 68,71 | 69,10 | 69,49 69,92
09 | Simalungun 70,89 71,24 71,48 | 71,83 | 72,49 72,98
10 | Dairi 67,91 69,00 69,61 | 70,36 | 70,89 71,42
11 | Karo 71,84 | 72,69 73,29 | 73,53 | 73,91 74,25
12 | Deli Serdang 71,98 | 72,79 73,51 | 73,94 | 74,92 75,43
13 | Langkat 68,00 | 68,53 69,13 | 69,82 | 70,27 70,76
14 | Nias Selatan 57,78 58,74 59,14 | 59,85 | 60,75 61,59
15 | Humbang 65,59 66,03 66,56 | 67,30 | 67,96 68,83
Hasundutan
16 | Pakpak Bharat 65,06 | 65,53 65,81 | 66,25 | 66,63 67,47
17 | Samosir 67,80 | 68,43 68,82 | 69,43 | 69,99 70,55
18 | Serdang 67,78 | 68,01 68,77 | 69,16 | 69,69 70,21
Bedagai
19 | Batu Bara 65,50 | 66,02 66,69 | 67,20 | 67,67 68,35
20 | Padang Lawas | 66,50 | 67,35 68,05 | 68,34 | 68,77 69,29
Utara

21 | Padang Lawas 65,50 | 6599 |66,23 | 66,82 | 67,59 | 68,16
22 | Labuhanbatu 68,59 | 69,67 | 70,28 | 70,48 | 70,98 | 71,39

Selatan
23 | Labuhanbatu 69,15 69,69 70,26 | 70,79 | 71,08 71,43
Utara
24 | Nias Utara 59,18 59,88 60,23 | 60,57 | 61,08 61,98
25 | Nias Barat 57,54 58,25 59,03 | 59,56 | 60,42 61,14
26 | Sibolga 71,01 71,64 72,00 | 72,28 | 72,65 73,41
27 | Tanjungbalai 66,05 66,74 67,09 | 67,41 | 68,00 68,51

28 | Pematangsiantar| 75,83 76,34 76,90 | 77,54 | 77,88 78,57
29 | Tebing Tinggi 72,13 | 72,81 73,58 | 73,90 | 74,50 75,08
30 | Medan 78,26 | 78,87 | 79,34 | 79,98 | 80,65 80,97
31 | Binjai 72,55 | 73,81 74,11 | 74,65 | 75,21 75,89
32 | Padangsidimpuar 71,88 72,80 73,42 | 73,81 | 74,38 75,06
33 | Gunung Sitoli 65,91 66,41 66,85 | 67,68 | 68,33 69,30

Sumatera Utara | 68,87 69,51 70,00 | 70,57 | 71,18 71,74
Sumber : RPJMD Provinsi Sumatera Utara 2019-2023

2) Ekonomi
a) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Untuk struktur perekonomian Provinsi Sumatera Utara
menunjukkan bahwa sektor pertanian, kehutanan dan perikanan
merupakan sektor yang berkontribusi besar dalam pembentukan
PDRB dengan rata-rata sebesar 21,82 % pertahun selama periode
2014 - 2018. Berikutnya adalah sektor industri pengolahan
dengan rata-rata sebesar 20,10 % pertahun dan sektor
perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor
sebesar 17,70 % serta sektor konstruksi atau bangunan dengan
perannya sekitar 13,61 % pertahun.

Tabel 2.9 Struktur Perekonomian Provinsi Sumatera Utara Tahun
2014-2018 (%)

_ Tahun Rata-
No Uraian 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Rata
1 Pertanian,
Kehutanan, dan 23,26 22,02 21,65 | 21,40 |20,92 | 21,85
Perikanan
2 | Pertambangan dan 1,32 1,34 1,35 1,30 1,29 1,32
Penggalian
Industri Pengolahan 19,97 20,21 19,98 | 20,29 20,03 20,10
4 | Pengadaan Listrik, 0,12 0,11 0,10 0,12 0,11 0,11
Gas
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5 | Pengadaan Air 0,10 0,10 0,11 0,11 0,10 0,10
6 | Konstruksi 13,60 13,61 13,40 | 13,54 13,89 13,61
Perdagangan
7 | Besar dan
Eceran, dan
Reparasi Mobil 17,17 | 17,41 17,89 | 17,92 18,13 17,70
dan Sepeda
Motor
8 | Transportasi dan 4,96 4,99 5,07 5,01 5,00 5,01
Pergudangan
Penyediaan
g | Akomodasi dan 2,35 2,41 2,38 2,39 2,38 | 2,38
Makan Minum
10 | Informasi dan 1,97 1,95 1,94 1,99 2,04 1,98
Komunikasi
11 | Jasa Keuangan 3,27 3,35 3,30 3,18 3,05 3,23
12 | Real Estate 4,37 4,50 4,73 4,88 5,04 4,70
13 | Jasa Perusahaan 0,93 0,95 1,00 1,04 1,03 0,99
Administrasi
14 Pemerintahan,
Pertahanan dan
. . 3,61 3,71 3,64 3,51 3,60 3,61
Jaminan Sosial
Wajib
15 | Jasa Pendidikan 1,90 1,88 1,94 1,82 1,83 1,87
16 | Jasa Kesehatan 0,88 0,93 0,95 0,94 0,98 0,94
dan Kegiatan Sosial
17 | Jasa lainnya 0,52 0,53 0,56 0,58 0,57 0,55
PRODUK DOMESTIK 100,00 |100,00 |100,00 100,00 | 100,00 | 100,00
REGIONAL BRUTO

Sumber : RPJMD Provinsi Sumatera Utara 2019-2023

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)

Sejalan dengan perkembangan PDRB Atas Dasar Harga

Konstan (ADHK tahun 2010), laju pertumbuhan ekonomi Provinsi

Sumatera Utara selama periode 2014-2018 cenderung mengalami

perlambatan. Namun demikian, bila dibandingkan dengan laju

pertumbuhan ekonomi nasional, kinerja pertumbuhan ekonomi

Provinsi Sumatera Utara masih lebih baik selama kurun waktu

tersebut.

Tabel 2.10 Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Utara

No Lapangan Usaha 2014 | 2015| 2016 2017 | 2018 eriz

1 | Pertanian, kehutanan 4,37 5,47 4,74 5,31 4.87 4,95
dan perikanan

2 | Pertambangan dan 5,16 6,10 5,68 4,75 5,46 5,43
Penggalian

3 | Industri Pengolahan 3,00 3,63 5,34 2,31 3,66 3,59

4 | Pengadaan Listrik dan 9,28 2,28 4,85 8,72 2,58 5,54
Gas
Pengadaan Air,

5 | Pengelolaan 6,04 6,44 5,71 6,67 2,90 5,55
Sampah Limbah
dan Daur Ulang

6 | Kontruksi 6,79 5,52 5,60 6,79 5,45 6,03
Perdagangan

7 | Besar dan Eceran, 6,94 4,37 4,76 5,87 6,11 5,61
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Reparasi Mobil
dan Sepeda Motor

8 | Transportasi dan 5,57 5,68 6,07 7,35 6,14 6,16
Pergudangan
9 | Penyediaan 6,48 6,95 6,54 7,32 7,53 6,96

Akomodasi dan
Makan Minum

1 Informasi dan 7,23 7,11 7,76 8,57 8,43 7,82
0 Komunikasi
1 Jasa Keuangan dan 2,62 7,17 4,11 0,49 1,73 3,22
1 Asuransi
1 Real Estate 6,59 5,76 5,90 7,56 5,34 6,23
2
1 Jasa Perusahaan 6,76 5,86 5,95 7,46 7,10 6,63
3

Administrasi
1 Pemerintahan, 6,92 5,83 3,02 2,52 6,12 4,88
4 Pertahanan dan

Jaminan Sosial Wajib
1 Jasa Pendidikan 6,37 5,03 4,90 4,93 6,29 5,50
5
1 Jasa Kesehatan dan 6,72 7,21 7,37 7,64 5,90 6,97
6 Kegiatan sosial
1 Jasa Lainnya 7,04 6,69 6,50 7,56 5,96 6,75
7
Pertumbuhan Ekonomi (%) 5,23 5,10 5,18 5,12 5.18 5.16

Sumber : RPJMD Provinsi Sumatera Utara 2019-2023

3) Budaya

Sumatera Utara juga dikenal sebagai provinsi multikultural, di
dalamnya terdapat etnis dan agama. Selain Batak dan Melayu yang
menjadi penduduk asli provinsi ini, ada banyak kelompok etnis
lainnya juga yang juga hidup berdampingan. Setidaknya ada 13
suku berkembang di provinsi ini 13 bahasa daerah. Dari semua
suku yang ada, sembilan diantaranya adalah suku asli dan empat
suku pendatang. Keragaman suku-suku ini belum termasuk Jawa,

Cina, dan India yang juga hidup berdampingan bersama mereka.

Jumlah dan persentase menurut suku/etnis asli daerah
Sumatera Utara sebanyak 7 (tujuh) suku/etnis yaitu meliputi
Melayu sebanyak 5,86 %, Karo sebanyak atau 5,09 %, Simalungun
sebanyak 2,04 %, Tapanuli/Toba sebanyak 25,62 %, Mandailing
sebanyak 11,27 %, Pakpak sebanyak 0,73 %, Nias sebanyak 6,36 %
Sedangkan suku/etnis pendatang meliputi Jawa sebanyak 33,40 %,
Minang sebanyak 2,66 %, Cina sebanyak 2,71 %, Aceh sebanyak

0,97 %, lainnya (warga negara asing) sebanyak 3,29 %

Keberagaman suku tentu diikuti pula oleh mosaik adat istiadat
dan nilai-nilai budaya. Keragaman adat istiadat di Sumatera Utara
diwarnai oleh adat Batak, Mandailing, Melayu, Karo, Nias, Pesisir,
Angkola, Pakpak, dan Simalungun. Perkembangan sosial budaya

relatif baik mengingat tingkat kesadaran dan kedewasaan
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masyarakatnya dalam memahami pluralisme, keragaman budaya,

mosaik adat istiadat serta kerukunan antar umat beragama cukup

tinggi.

a)

b)

Penyelenggaraan Festival Budaya

Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya semakin
meningkat, tahun 2014 telah dilaksanakan sebanyak 16 kali
Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya di Provinsi Sumatera
Utara,dan pada tahun 2018 telah dilaksanakan sebanyak 20 kali.
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Grafik dibawah ini :

Jumlah Penyelenggara

25

20 20
20- 16 15 15
15 | F ‘.
10
R
0
[
2014 2015 2016 2017 2018

Sumber : RPJMD Provinsi Sumatera Utara 2019-2023

Gambar 2.16 Grafik Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni Budaya
Tahun 2014-2018

Benda, Situs Dan Kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan

Provinsi Sumatera Utara memiliki kekayaan adat istiadat
yang sangat beragam, sehingga terdapat banyak benda, situs
maupun kawasan Cagar Budaya yang dimilki. Namun tidak
semua benda cagar budaya tersebut telah dilestarikan maupun

tersertifikasi.
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Sumber : RPJMD Provinsi Sumatera Utara 2019-2023

Gambar 2.17 Grafik Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar
Budaya yang Dilestarikan Tahun 2014-2018

d. Sarana Kesehatan Lingkungan
1) Fasilitas Kesehatan
Ketersediaan sarana kesehatan berupa rumah sakit merupakan
faktor utama dalam menunjang perbaikan kualitas hidup. Pada
tabel berikut menunjukkan jumlah rumah sakit yang ada di
Sumatera Utara Tahun 2020 terdiri dari 178 unit rumah sakit, 8
rumah sakit bersalin, 835 poliklinik, 628 puskesmas, 1.874

puskesmas pembantu, dan apotek 705 unit.

Tabel 2.11 Jumlah Sarana Kesehatan di Provinsi Sumatera Utara

Tahun 2020
Sarana Kesehatan (Unit)
Kabupaten / Kota Rumah RS Poli | Puskes | Pustu | Apotek
Sakit |Bersalin| klinik mas

Ol Nias - - 3 12 26 -
02 Mandailing Natal 2 - 8 26 52 12
03 Tapanuli Selatan 1 - S 18 S0 8
04 Tapanuli Tengah 1 - 17 25 81 11
05 Tapanuli Utara 2 - 2 21 60 7
06 Toba 2 - 10 19 30 12
07 Labuhanbatu 9 - 20 18 43 26
O8Asahan 11 - 68 30 112 49
09 Simalungun 6 - S1 46 165 48
10Dairi 1 - 13 18 129 8
11Karo 3 1 33 19 182 18
12 Deli Serdang 21 - 119 40 111 112
13Langkat 7 - 66 32 171 55
14 Nias Selatan 3 - 14 39 59 2
15 Humbang 1 - 6 12 23 6

Hasundutan
16 Pakpak Bharat 1 - 1 8 22 1
17 Samosir 2 - ) 12 35 S
18 Serdang Bedagai 7 - 81 20 74 30
19 Batu Bara 3 1 41 15 56 24
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20 Padang Lawas Utara 2 - 17 18 36 8
21 Padang Lawas 1 - S 16 38 7
22 Labuhanbatu Selatan 3 - 36 17 31 15
23 Labuhanbatu Utara 4 - 26 17 59 14
24 Nias Utara 1 - 1 10 39 1
25 Nias Barat - - 3 11 27 1
26 Sibolga 4 - 4 5 14 5
27 Tanjungbalai 2 - 4 8 12 11
28 Pematangsiantar 7 - 15 19 11 24
29 Tebing Tinggi S - 14 9 15 14
30Medan 52 9] 110 42 42 127
3l1Binjai 8 - 24 8 17 24
32 Padangsidimpuan 4 - 9 10 35 15
33 Gunungsitoli 2 - 4 8 17 S

Sumatera Utara 178 8 835 628 1.874 705

Sumber : Provinsi Sumatera Utara Dalam Angka 2021

Tenaga Kesehatan

Tenaga medis di Sumatera Utara jumlahnya terus meningkat
setiap tahunnya. Jumlah dokter umum di Sumatera Utara tahun
2020 terdapat sebanyak 5.560 orang, dokter gigi 1.026 orang.
Sedangkan tenaga medis bidan tersedia sebanyak 20.924 orang dan

perawat sebanyak 21.234 orang.

Tabel 2.12 Jumlah Tenaga Kesehatan di Provinsi Sumatera Utara

Tahun 2020

Tenaga Kesehatan
Kabupaten / Kota Dokter | Dokter | Perawat| Bidan Tenaga
Gigi Kefar-
masian
Ol Nias 20 3 367 345 45
02 Mandailing Natal 64 18 569 1181 54
03 Tapanuli Selatan 46 9 175 350 10
04 Tapanuli Tengah 65 23 556 913 38
0S Tapanuli Utara 49 17 420 823 38
06 Toba 57 15 310 479 50
07 Labuhanbatu 134 25 720 967 42
O8Asahan 128 33 574 851 62
09 Simalungun 126 46 554 954 81
10Dairi 37 9 358 402 37
l11Karo 102 31 531 624 79
12 Deli Serdang 377 104 1.688 1.780 293
13Langkat 172 61 679 1219 49
14 Nias Selatan 47 3 886 943 45
15 Humbang Hasundutan 36 7 252 324 30
16 Pakpak Bharat 19 2 153 143 19
17 Samosir 40 13 170 239 22
18 Serdang Bedagai 113 45 389 703 48
19 Batu Bara 37 11 139 225 21
20 Padang Lawas Utara 44 12 216 596 22
21 Padang Lawas 56 8 243 711 48
22 Labuhanbatu Selatan 76 21 340 545 40
23 Labuhanbatu Utara 103 21 683 848 43
24 Nias Utara 17 3 250 295 21
25 Nias Barat 18 2 273 236 18
26 Sibolga S0 12 363 238 48
27 Tanjungbalai 45 8 207 130 15
28 Pematangsiantar 129 35 1.060 418 111
29 Tebing Tinggi 84 17 514 283 71
30Medan 2.930 336 6.209 1.682 905
3l1Binjai 165 49 735 593 111
32 Padangsidimpuan 75 17 360 539 45
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33 Gunungsitoli 44 9 155 335 16
UPT Provinsi 55 4 136 10 45
Sumatera Utara 5.560 1.026 | 21.234 | 20.924 2.622

Sumber : Provinsi Sumatera Utara Dalam Angka 2021

e. Ruang dan Lahan

Provinsi Sumatera Utara memiliki daratan seluas 71.680 km? dan
laut sepanjang 12 mil laut dari garis pantai ke arah laut lepas.
Berdasarkan RTRW Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010-2030,
tutupan lahan Provinsi Sumatera Utara tahun 2006 didominasi oleh
kegiatan pertanian dan perkebunan seluas 4.139.625,131 Ha sekitar

58,71 % dan lahan hutan seluas 1.910.101,54 Ha atau sekitar 27,09 %.

Penggunaan lahan untuk kegiatan pertanian terbesar berada di
wilayah Pantai Timur seluas * 57% dari luas areal pertanian Sumatera
Utara. Sebagian besar lahan hutan berada di wilayah Pantai Barat
seluas * 69% dari luas hutan di Provinsi Sumatera Utara. Kegiatan
pertanian mendominasi wilayah Pantai Timur, dan Pantai Barat

didominasi oleh kegiatan pertanian dan hutan.

Perkembangan penduduk dan kegiatannya, kemajuan
perekonomian masyarakat provinsi dan pengaruh kemajuan teknologi
dan informasi serta perubahan nasional dan global mendorong
terjadinya perubahan pemilihan lokasi permukiman dan kegiatan,
perkembangan kegiatan dan fungsi suatu lokasi dan wilayah akan
merubah pemanfaatan ruang. Perubahan pemanfaatan ruang
permukiman untuk kebutuhan rumah, bangunan perdagangan dan
jasa, dan perlengkapan permukiman lainnya terjadi sejalan dengan
penyebaran penduduk dari kondisi yang ada sehingga pemanfaatan

ruang permukiman akan semakin ekpansif dari lokasi yang sudah ada.

Salah satu yang mempengaruhi distribusi penduduk adalah
semakin percaya dan bergantungnya sebagian masyarakat dengan
kemampuan dan keahlian yang rata-rata dimiliki terhadap sektor
pertanian secara luas, sehingga pada beberapa daerah terjadi
pembukaan lahan dan ekspansi lahan permukiman perdesaan dan
kegiatan pertaniannya. Desentralisasi keuangan dan pembangunan
pada daerah kabupaten dan kota yang diikuti dengan peningkatan
fungsi dan kegiatan pemerintahan juga pendorong peningkatan

perluasan lahan pemukiman.

Pemanfaatan ruang untuk kegiatan non pertanian, seperti
industri, transportasi dan pertambangan tidak terlalu besar mengubah

pemanfaatan ruang yang ada. Kegiatan pemanfaatan ruang

terkonsentrasi dan berkembang namun tidak meluas tersebar.
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Pemanfaatan ruang yang paling terlihat nyata adalah pemanfaatan
untuk kegiatan pertanian, perkebunan dan kehutanan, baik yang
berada pada wilayah daratan, pesisir dan kepulauan. Seperti yang
dijelaskan sebelumnya, kembalinya orientasi pembangunan kepada
basis bahan alam baik untuk kebutuhan lokal, domestik maupun
ekspor mempengaruhi muka bumi Provinsi Sumatera Utara dengan
berkurangnya kawasan hutan, bertambahnya lahan terbuka,
bertambahnya lahan kritis dan meluasnya wilayah pesisir/kelautan

yang bersedimentasi.

Dalam distribusi ruang, wilayah yang pada saat ini masih memiliki
kawasan hutan yang juga berfungsi untuk perlindungan daerah
bawahannya ataupun fungsi ekologis lainnya, perlu menyiapkan
pengendalian terhadap alih fungsi hutan, baik oleh perambahan
maupun pemanfaatan untuk usaha ekonomi formal terutama dalam
rangka perolehan PAD. Konflik kepentingan dalam kondisi keterbatasan
lahan budidaya perlu diatasi melalui kesepakatan yang mengikat dalam
pelestarian kawasan hutan yang berfungsi lindung. Untuk itu, salah
satu dasar pengendalian adalah menyesuaikan pengembangan kegiatan

pada lahan dengan kemampuan yang memadai.

Wilayah Pantai Timur yang merupakan dataran rendah seluas
26.360 km? atau 36,8 % dari luas wilayah Sumatera Utara merupakan
wilayah yang subur, suhu udara tinggi, kelembaban udara tinggi, dan
curah hujan juga relatif tinggi, meliputi Kabupaten Langkat, Deli
Serdang, Serdang Bedagai, Asahan, Batu Bara, Labuhan Batu,
Labuhan Batu Utara, Labuhan Batu Selatan, Kota Binjai, Medan, dan
Tebing Tinggi. Wilayah Pantai Barat meliputi Kabupaten Tapanuli
Selatan, Padang Lawas Utara, Mandailing Natal, Tapanuli Tengah, Nias,
Nias Selatan dan Kota Sibolga. Kegiatan di wilayah Pantai Timur
umumnya heterogen, dengan kawasan perkotaan yang relatif besar dan
prasarana wilayah yang memadai. Wilayah ini sesuai untuk
pengembangan berbagai jenis kegiatan budidaya, terutama perkebunan

dan tanaman pangan.

Potensi sumber daya alam Provinsi Sumatera Utara cukup
berlimpah, diantaranya tanaman pangan dan  hortikultura,
perkebunan, perikanan dan pariwisata. Potensi Pertanian Provinsi
Sumatera Utara diantaranya adalah sayuran, jeruk dan buah-buahan
yang sebagian besar telah dipasarkan dengan baik dan sudah di ekspor
keluar negeri maupun provinsi lain. Luas areal perkebunan adalah

1.634.772 ha atau 22,73% dari luas Provinsi Sumatera Utara dengan
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produksi sebesar + 3.738.516 ton untuk 23 komoditi diantaranya sawit,

karet, kopi, kakao, tembakau dan kelapa.

Rata-rata pertambahan luas lahan perkebunan 0,72 % pertahun
dan pertumbuhan produksi sebesar 2,74 % pertahun. Potensi
perikanan laut Selat Malaka (Pantai Timur) sebesar 276.030 ton
pertahun dan sudah dimanfaatkan sekitar 90,75 %, sedangkan potensi
Samudera Hindia atau Pantai Barat sebesar 1.076.960 ton per tahun
dan baru dimanfaatkan 8,79 %. Potensi Pantai Barat ini perlu

dikembangkan mengingat tingkat pemanfaatannya masih rendah.

Komoditi pertanian dataran tinggi Bukit Barisan Sumatera Utara,
seperti jagung, kentang, kopi, ikan mas, sapi, bawang merah dan
sebagainya, berpotensi untuk dikembangkan. Pengembangan perikanan
laut wilayah pesisir, pulau-pulau kecil dan pulau terluar, dengan luas
laut Sumatera Utara 110.000 km?, panjang pantai 1.300 km (Pantai
Timur 545 km dan Pantai Barat 375 km serta Pulau Nias 380 km), dan
213 pulau sangat berpotensi untuk dikembangkan. Hal ini seiring
bertambahnya penduduk Indonesia dan dunia sehingga meningkatkan
permintaan terhadap kelautan dan perikanan, ditambah dengan
menurunnya kemampuan produksi perikanan tangkap dunia. Peta

tutupan lahan dapat dilihat pada gambar 2.18.

KETERANGAN
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Gambar 2.18 Peta Penggunaan Lahan Provinsi Sumatera Utara

f. Kependudukan
Kondisi demografi menggambarkan kondisi penduduk secara

keseluruhan atau kelompok dalm waktu tertentu. Gambaran kondisi
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aspek demografi antara lain mencakup jumlah penduduk, dan

kepadatan penduduk.

1) Jumlah Penduduk
Berdasarkan data dari Sumatera Utara Dalam Angka Tahun
2020, penduduk Sumatera Utara didominasi oleh perempuan yaitu
sebanyak 7.296.342 jiwa dan laki-laki sebanyak 7.266.207 jiwa.
Jumlah penduduk menurut jenis kelamin dapat dilihat pada Tabel
berikut ini :

Tabel 2.13 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis
Kelamin Tahun 2020

Kelompok Jenis Kelamin / Sex
Umur Laki-laki Perempuan Jumlah
0 - 4 764.534 737.311 1.501.845
5S-9 791.885 765.604 1.557.489
10 - 14 750.454 714.017 1.464.471
15 - 19 689.472 660.516 1.349.988
20 - 24 634.920 613.193 1.248.113
25 - 29 557.015 551.620 1.108.635
30 - 34 520.498 523.163 1.043.661
35 - 39 490.992 503.692 994.684
40 - 44 456.938 467.437 924.375
45 - 49 412.666 427.327 839.993
50 - 54 360.829 381.429 742.258
55 - 59 302.642 324.633 627.275
60 - 64 234.132 251.413 485.545
65 - 69 148.844 164.512 313.356
70 - 74 79.255 101.385 180.640
75 71.131 109.090 180.221
Jumlah 7.266.207 7.296.342 14.562.549

Sumber : Provinsi Sumatera Utara Dalam Angka 2021
2) Kepadatan Penduduk Tiap Kabupaten/Kota
Jumlah penduduk dan kepadatan penduduk Provinsi Sumatera
Utara menurut Kabupaten/Kota dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.14 Jumlah dan Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten /
Kota Tahun 2010

Rata-rata Banyaknya
Kabupaten / Kota Rumah Tangga Anggota Rumah
Tangga
2010 2019 2010 2019
01 | Nias 26.910 27.685 ) S
02 | Mandailing Natal 95.263 104.582 4 4
03 | Tapanuli Selatan 61.161 65.302 4 4
04 | Tapanuli Tengah 67.169 80.806 ) S
05 | Tapanuli Utara 64.818 69.657 4 4
06 | Toba Samosir 42.619 44.883 4 4
07 | Labuhanbatu 94.016 111.301 4 4
08 |Asahan 156.713 170.281 4 4
09 | Simalungun 209.451 221.234 4 4
10 |[Dairi 65.006 67.903 4 4
11 |Karo 95.380 111.643 4 4
12 | Deli Serdang 422.376 513.413 4 4
13 |[Langkat 238.765 255.705 4 4
14 | Nias Selatan 60.364 66.823 S S
15 | Humbang Hasundutan 39.169 43.035 4 4
16 | Pakpak Bharat 9.041 10.995 S 4
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17 | Samosir 29.014 30.331 4 4
18 | Serdang Bedagai 145.454 150.110 4 4
19 | Batu Bara 86.587 95.398 4 4
20 | Padang Lawas Utara 52.353 63.405 4 4
21 | Padang Lawas 52.446 64.843 4 4
22 | Labuhanbatu Selatan 66.216 80.141 4 4
23 | Labuhanbatu Utara 76.919 84.181 4 4
24 | Nias Utara 26.212 28.352 S S
25 | Nias Barat 15.308 17.108 5 S
26 |Sibolga 18.181 18.803 S S
27 | Tanjungbalai 33.139 37.464 S S
28 | Pematangsiantar 55.035 59.692 4 4
29 | Tebing Tinggi 34.847 39.291 4 4
30 |[Medan 482.692 523.098 4 4
31 |Binjai 56.894 63.479 4 4
32 | Padangsidimpuan 43.138 49.685 4 4
33 | Gunungsitoli 25.858 29.192 5 S

Sumatera Utara 3.048.514 |3.399.821 4 4

Sumber : RPJMD Provinsi Sumatera Utara 2019-2023

g. Keuangan Daerah

1) Persentase PAD Terhadap Pendapatan

Keberhasilan dalam menjalankan otonomi daerah tentu tidak
(PAD) yang

merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah. Menurut

terlepas dari peranan Pendapatan Asli Daerah

Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004, Pendapatan Daerah adalah

semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan

bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

Adapun unsur-unsur dalam Pendapatan Daerah adalah PAD,
Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Pada semakin besar kontribusi PAD terhadap

kecil

prinsipnya

Pendapatan @ Daerah  akan  menunjukkan  semakin

ketergantungan daerah kepada pusat. Dengan kontribusi yang

semakin meningkat, diharapkan pemerintah daerah semakin
mampu membiayai keuangannya.
13,038 o
14 12,171 70%
12 579% 58% 10,441 60%
10 2481 50%
7,772 : % %
8 6 40%
5,73
6 411 4,88 4,95 4,92 30%
4 20%
2 10%
0 0%
2014 2015 2016 2017 2018

I Pendapatan Asli Daerah (Rp. Triliun) I Pendapatan Daerah (Rp. Triliun)

Share PAD thd Pendapatan Daerah (%)

Sumber : Dokumen RKPD 2020
Gambar 2.19 Grafik Perkembangan PAD dan Pendapatan Daerah Provinsi
Sumatera Utara Tahun 2014-2018
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Berdasarkan data di atas, pemerintah Provinsi Sumatera Utara
berusaha untuk meningkatkan sumber-sumber pendapatan
daerahnya dan salah satu sumber pendapatan daerah tersebut
adalah pendapatan asli daerah (PAD). Kondisi ini ditunjukkan
dengan kecenderungan meningkatnya PAD Provinsi Sumatera Utara
selama kurun waktu tahun 2014 hingga 2018. Pada tahun 2014,
jumlah PAD Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp. 4,417 triliun dan
cenderung terus meningkat hingga tahun 2018 yang mencapai Rp.
5,732 triliun. Begitupun untuk penerimaan pendapatan daerah,
pada tahun 2014 mencapai Rp. 7,772 triliun dan terus meningkat

hingga mencapai Rp. 13,038 triliun pada tahun 2018.

Berdasarkan data PAD dan pendapatan daerah Provinsi
Sumatera Utara selama kurun waktu 2014-2018 mengindikasikan
derajat desentralisasi fiskal sudah relatif baik. Hal ini ditunjukkan
dengan besarnya persentase PAD terhadap pendapatan daerah
selama kurun waktu 2014-2018 di atas 40 %. Untuk tahun 2014,
persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah mencapai S7 % dan
mengalami peningkatan hingga tahun 2015 menjadi sebesar 58 %.
Akan tetapi pada tahun 2016 dan tahun 2017, persentase PAD
terhadap pendapatan daerah Provinsi Sumatera Utara menunjukkan
penurunan yang cukup signifikan yakni menjadi 47 % pada tahun

2016 dan 40 % tahun 2017 serta 44 % di tahun 2018.

Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan

Provinsi Sumatera Utara memantapkan komitmennya untuk
mencapai good governance dalam pengelolaan pemerintahan. Kerja
keras ini membuahkan hasil dengan meraih opini Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP) untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
(LKPD). Pencapaian hasil audit BPK RI terhadap Laporan Keuangan
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, dapat dilihat dalam tabel di
bawah ini :

Tabel 2.15 Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014-2018

) Tahun
Indikator
2014 2015 2016 2017 2018
Opini BPK WTP WTP WTP WTP WTP

Sumber : Dokumen RKPD 2020

Berdasarkan hasil opini BPK terhadap laporan keuangan

pemerintah Provinsi Sumatera Utara mulai tahun 2014 hingga 2018,
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kinerja laporan keuangan pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah

memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan

Pemeriksa Keuangan (BPK).

Gambaran Umum Kota Medan

a. Kondisi Fisik Daerah

1) Letak Geografis

Kota Medan adalah ibu kota provinsi Sumatra Utara, Indonesia,

merupakan pintu gerbang wilayah Indonesia bagian barat dengan

keberadaan Pelabuhan Belawan dan Bandar Udara Internasional

Kuala Namu. Kota Medan secara geografis Kota Medan berada pada

posisi 30 27' — 30 47" LU dan 98° 35 - 980 44' BT. Secara

administratif, batas wilayah Kota Medan adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara

Sebelah Selatan

Sebelah Timur

Sebelah Barat

Selat Malaka;
Kecamatan Deli Tua,
Kabupaten Deli Serdang;
Kecamatan Sunggal,

Serdang;

dan Pancur

Batu

Kabupaten Deli

Kecamatan Percut, Kabupaten Deli Serdang.

Tabel 2.16 Luas Wilayah Kota Medan Menurut Kecamatan

Luas Wilayah % Terhadap Luas
No. Nama Kecamatan (Km2) Kota Medan

1 Medan Tuntungan 20,68 7,80
2 Medan Johor 14,58 5,50
3 Medan Amplas 11,19 4,22
4 Medan Denai 9,05 3,41
5 Medan Area 5,52 2,08
6 Medan Kota 5,27 1,99
7 Medan Maimun 2,98 1,13
8 Medan Polonia 9,01 3,40
9 Medan Baru 5,84 2,20
10 Medan Selayang 12,81 4,83
11 Medan Sunggal 15,44 5,83
12 Medan Helvetia 13,16 4,97
13 Medan Petisah 6,82 2,57
14 Medan Barat 5,33 2,01
15 Medan Timur 7,76 2,93
16 Medan Perjuangan 4,09 1,54
17 Medan Tembung 7,99 3,01
18 Medan Deli 20,84 7,86
19 Medan Labuhan 36,67 13,83
20 Medan Marelan 23,82 8,99
21 Medan Belawan 26,25 9,90

Kota Medan 265,10 100,00
Sumber : Kota Medan Dalam Angka 2020




2)

3)

48

Kabupaten
H Langkat /
[ /

Kota Binjai ;

Gambar 2.20 Peta Administrasi Kota Medan

Topografi dan Kemiringan Lereng

Fisiografi menunjukkan bentuk permukaan lahan dipandang
dari faktor dan proses pembentukan batuan, sehingga fisiografi
memberikan pengaruh terhadap perkembangan tanah. Secara
umum fisiografi kawasan Kota Medan dan sekitarnya dapat
dikelompokkan dalam beberapa grup antara lain: 1) Grup Aluvial; 2)
Grup Marin; 3) Grup vulkan; 4) Grup tufa masam beserta satuan
lahan/unit lahan sesuai dengan proses geomorfologinya, susunan

geologi dan keadaan iklim dominan.

Topografi Kota Medan mulai dari O meter di atas muka laut,
yaitu di pesisir pantai di Daerah Belawan, sampai dengan 77 meter
di atas muka laut pada daerah sebelah selatan wilayah kota
medan.Kota medan pada umumnya berupa dataran dengan
kemiringan lereng kurang dari 11 derajat. Untuk lebih jelasnya
kondisi topografi dan kemiringan lereng dapat dilihat pada gambar

berikut.

Geologi

Satuan Batuan atau formasi litologi di Kota Medan terdiri dari
klasifikasi batuan yang terbentuk pada umur Quarter. Satuan
batuan Vulkanik Tuff Toba dan Formasi Sebayak yang pada Peta
Geologi di bawah membentuk klasifikas batuan yang disebut
“Batuan hasil erupsi gunung api, daya dukung cukup tinggi”.

Formasi Medan yang dalam peta disebut “Batuan sedimen
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mempunyai porositas dan permeabilitas” merupakan batuan berupa
bongkah-bongkah kerikil, pasir, lanau lempung (Girsang dan Siddik,
1992).

Di wilayah Kota Medan terdapat Intrusi batuan beku di bagian
selatan Medan yang disebut “ Batuan beku hasil pendinginan
magmam daya dukung tinggi. Pada bagian paling muda diendapkan
aluvial yang berupa pasir dan lempung lepas yang utamanya
merupakan endapan marine atau berasal dari pasang surut air laut.
Secara stratigrafi urutan pengendapan Batuan di area Kota Medan

dapat dilihat pada gambar di bawah.

Di Kota Medan tidak diketahui adanya sesar atau patahan aktif,
dengan demikian resiko kegempaan dan pergeseran tanah adalah
sangat kecil. Perhitungan untuk Percepatan Puncak di Batuan Dasar
di Kota Medan adalah 0,2 sampai dengan 0,25 g. Angka ini

menunjukkan Kota Medan cukup aman dari gempa bumi.

------ OGRAFI

Kabupaten ,” I 4 [ U
Langkat / o
/

Kabupaten
Deliserdang

\
Kota Binjai  /
{

Gambar 2.21Peta Topografi Kota Medan
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Kabupaten ,
Langkat /

Kota Binjai

Gambar 2.24 Peta Rawan Bencana Kota Medan

Klimatologi, Hidrologi dan Hidrogeologi

Secara umum wilayah Kota Medan beriklim tropis dengan
temperature antara 219 — 36,2°C, Selama tahun 2019, Kota Medan
mengalami hari hujan sebanyak 162 hari dengan curah hujan
berkisar antara 17 - 342 mm. Curah hujan tertinggi terjadi pada
bulan September dengan curah hujan 342 mm. Hari hujan

terbanyak bulan Oktober yaitu selama 22 hari.

Tabel 2.17 Data Curah Hujan di Kota Medan Tahun 2019

Jumlah Hujan Curah Hujan Rata-Rata
No Bulan . .

(Hari) (mm) (mm /hari)
1 Januari 13 65 5,0
2 Februari 4 25 6,2
3 Maret 9 17 1,9
4 April 13 134 10,3
S Mei 18 362 20,1
6 Juni 16 80 5,0
7 Juli 13 93 7,1
8 Agustus 10 133 13,3
9 September 21 342 16,3
10 Oktober 22 289 13,1
11 November 19 204 10,7
12 Desember 14 140 10,0
Jumlah 162 1.884 11,6

Sumber: Kota Medan Dalam Angka Tahun 2020

Sungai-sungai yang membentang di Kota Medan memiliki
pengaruh yang cukup besar pada perkembangan Kota Medan.
Sungai-sungai ini digunakan sebagai sumber air untuk masyarakat
yang menduduki daerah sekitar sungai, untuk mengatasi banjir

serta tempat pembuangan air hujan.

Kota Medan, secara hidrologi merupakan Kota yang dilintasi
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oleh sembilan alur sungai, yaitu Sungai Belawan, Sungai Badera,
Sungai Sikambing, Sungai Pulih, Sungai Kera, Sungai Sulang Saling,

Sungai Babura, Sungai Deli dan Sungai Percut.

Kota Medan termasuk kawasan DAS Deli berikut letak geografis
dan batas ekosistem DAS antara lain sebelah Utara berbatasan
dengan laut (Selat Malaka), sebelah Timur dengan DAS Percut dan

sebelah Barat berbatasan dengan DAS Belawan.

Kawasan Daerah Aliran Sungai Deli merupakan salah satu
induk sungai pada Satuan Wilayah Sungai (SWS) Belawan/ Belumai
Ular dengan 5 (lima) anak sungai. Panjang sungai sekitar 73 Km

dengan luas basin 402 Km?.

Sungai Deli beserta anak dan ranting sungainya mengalir dari
Kabupaten Karo (Kecamatan Simpang Empat Desa Semangat
Gunung dan Desa Doulu), Kabupaten Deli Serdang (Kecamatan
Pancur Batu, Sibolangit, Namorambe, Deli Tua, Sibiru -biru), dan
melintasi Kota Medan (Kecamatan Medan Tuntungan, Medan
Sunggal, Medan Johor, Medan Petisah, Medan Selayang, Medan
Barat, Medan Polonia, Medan Deli, Medan Maimun, Medan Labuhan,
Medan Kota, Medan Marelan, Medan Baru, dan Medan Belawan)

sebelum bermuara ke Selat Malaka.

Bagian hulu sungai pada umumnya berada di Kabupaten Karo
dan Kabupaten Deli Serdang, sedangkan bagian tengah dan hilir
berada di Kota Medan.

Kabupaten
Langkat /

»»»»»»

Gambar 2.25 Peta Hidrologi Kota Medan
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Gambar 2.27 Peta Cekungan Air Tanah Kota Medan

b. Sarana dan Prasarana

1) Sistem Pengelolaan Air Limbah

Secara umum, penduduk Kota Medan sudah mempunyai akses

sanitasi dasar yang memadai yaitu menggunakan tanki septic (on-
site system). Berdasarkan data dari Buku Putih Sanitasi Kota

Medan, masih terdapat 23,1 % keluarga tidak memiliki jamban dan

28,1 % keluarga tidak memiliki sarana pembuangan air limbah.
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Sistem Sanitasi Setempat

Inisiasi perluasan layanan sanitasi setempat yang dilakukan
Pemerintah Kota Medan adalah membangun septik-tank biofilter
di Belawan, pada tahun 2014 Dinas Perumahan dan Permukiman
Kota Medan membangun 400 unit spetik-tank biofilter yang
tersebar di Kelurahan, Belawan Bahagia, Belawan I dan Belawan
II, kemudian pada tahun 2015 proyek ini dilanjutkan dengan
membangun 600 unit septik-tank biofilter tahap kedua. Upaya
peningkatan akses sanitasi setempat juga dilakukan di area
padat penduduk dengan nama Program Membangun Sinergi
Antara STBM dengan PNPM Mandiri Perkotaan Sebagai Strategi
Keberlanjutan Peningkatan Program Sanitasi di Masyarakat atau
yang lebih dikenal dengan Program GESIT (Gerakan Sanitasi
Terpadu).

Saat ini program GESIT melanjutkan program salah satu
pilar dari STBM yaitu Stop BAB Sembarangan. Upaya-upaya
perubahan perilaku dimasyarakat merupakan metodologi yang

diterpakan.

Dukungan pemerintah Kota Medan dalam rangka percepatan
layanan sanitasi adalah dengan diterbitkannya Peraturan
Walikota No. 22 tahun 2014 Tentang Percepatan Pembangunan
Sanitasi Kota Medan disamping itu juga menjalin kemitraan
dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat dalam ikatan
Perjanjian Kerjasama peningkatan layanan air limbah dengan
target perluasan layanan sanitasi terpusat dengan 13.000
sambungan, pembangunan 126 unit IPAL Komunal, 4 unit IPAL

Kawasan dan 454.977 unit septik-tank SNI.

Sistem Sanitasi Terpusat

Pembangunan sistem pengelolaan air limbah terpusat,
dimulai pada tahun 1985-1989 melalui kegiatan MUDP Tahap 1
dibangun jaringan dan instalasi pengolahan air limbah (system
off-site) di Kota Medan, dilanjutkan "MUDP Tahap 2 pada tahun
1988-1995, pengelolaannya diserahkan kepada PDAM Tirtanadi
dari pemerintah pusat pada tahun 2000.

Luas pelayanan sistem air limbah perpipaan ini mencakup
670 Ha, atau baru 2,5% dari luas wilayah kota Medan. Lokasi
IPAL berada di Pulo Brayan Bengkel dengan kapasitas sebesar
10.000 m3/hari, jumlah pompa 4 unit, jumlah sambungan air

limbah pada tahun 1997 adalah 5.999 sambungan dan pada
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akhir tahun 2014 menjadi 16.308 sambungan.

2) Sistem Pengelolaan Sampah

Persampahan di Kota Medan dikelola oleh Dinas Kebersihan
dan Pertamanan Kota Medan. Untuk menuju Medan Bestari proyek
MUDP 1II tahun 1989 -1995 telah mengimplementasikan program
sektor persampahan, kemudian dilanjutkan melalui MUDP tahun
1997 - 2006. Pengelolaan persampahan Kota Medan cukup
memadai, namun disana sini masih memerlukan peningkatan.
Sistem pelayanan persampahan di Kota Medan terdiri dari 3

tindakan yaitu :

a) Untuk wilayah inti kota dilayani 100% dengan sistem door to door
dengan menggunakan compactor.

b) Untuk wilayah luar inti kota dengan sistem door to door melalui
sarana pemindahan transfer depo.

c) Untuk wilayah pinggir kota dengan sistem komunal melalui
sarana container. Wilayah operasional pelayanan persampahan
Dinas Kebersihan Kota Medan terbagi atas 3 yaitu :

(1) Medan I, meliputi :
-  Kecamatan Medan Kota - Kecamatan Medan Area;
-  Kecamatan Medan Johor - Kecamatan Medan Amplas;

-  Kecamatan Medan Denai - Kecamatan Medan Maimun;

(2) Medan II, meliputi :
- Kecamatan Medan Barat - Kecamatan Medan Petisah;
-  Kecamatan Medan Sunggal - Kecamatan Medan Helvetia;
- Kecamatan Medan Tuntungan - Kecamatan Medan
Selayang;

- Kecamatan Medan Baru;

(3) Medan III, meliputi :
-  Kecamatan Medan Belawan - Kecamatan Medan Labuhan;
- Kecamatan Medan Marelan - Kecamatan Medan Deli;
- Kecamatan Medan Timur - Kecamatan Medan Perjuangan;

- Kecamatan Medan Tembung.

3) Sistem Jaringan Drainase
Secara umum kondisi dan permasalahan drainase di kota

Medan sebagai berikut:

a) Sebagian besar genangan yang tercatat di lokasi produktif.

b) Over Load debit Saluran Sulang Saling.
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Saluran Sei putih, Bamban, Batuan, dan Badra masih di

dominasi dengan saluran alami.

d) Tidak ada aturan standar baku tentang saluran tertutup.

e)

Flood Way tidak dapat terlalu membantu masalah over debit

drainase Kota Medan secara langsung.

Kota Medan berada pada ketinggian 2,5 50 m di atas

permukaan laut dan dengan kemiringan tanah bervariasi antara

0 — 3% yang cenderung datar. Sedangkan curah hujan setempat

pada Tahun 2011 adalah 2.593 mm per tahun.

Kota Medan dialiri oleh banyak sungai dan terdiri dari 4 sistem

sungai yang melewatinya yaitu:

(1) Sistem Sungai Belawan;

(2) Sungai Deli, dengan anak sungainya: Sungai Sikambing, Sei
Selayang, Sei Putih, Sungai Babura, dengan anak sungainya,
Sei Siput dan Sei Berkala;

(3) Sistem Sungai Kera, dengan anak sungainya: yaitu Parit
Emas dan Parit Martondi;

(4) Sistem Sungai Percut dan Sei Tuan, dengan anak sungainya

yaitu Sungai Buncong, Sungai Pelangkah danSei Percut

Denai.

Jaringan Jalan

Jaringan jalan di Kota Medan terdiri dari jalan Negara, jalan

provinsi, jalan kota dan jalan lokal. Kondisi jaringan jalan menurut

jenis permukaan di Kota Medan sebagian besar berupa jalan aspal

dan jalan beton.

Tabel 2.18 Panjang Jalan Menurut Jenis dan Status di Kota Medan

No. | Keadaan Jalan (Km) Jumlah
Negara | Provinsi | Kota Lokal

1 Jenis Permukaan
a | Aspal 61,27 34,05 1.194,29 - 1.289,61
b | Beton 9,70 3,50 | 1.750,47 1.763,67
c | Kerikil 312,28 - 312,28
d | Tanah 22,46 - 22,46

Jumlah 70,97 3.279,50 - 3.388,02
37,55

2 Kondisi Jalan
a | Baik - 16,90 1.750,47 - 1.767,37
b | Sedang - 15,02 1.194,29 - 1.209,31
c | Rusak - 5,46 312,28 - 317.74
d | Rusak Berat - 0,17 22,46 - 22,63
e | Tidak Diperinci - - - -

Jumlah - 37,55 3.279,50 - 3.317,05

3 Kelas Jalan
a | Kelas I 70,97 40,20 - - 111,17
b | Kelas II - - 96,03 - 96,03
c | Kelas III - - 566,47 - 566,47
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Kelas IITIA - - 762,58 - 762,58
Kelas I1IB - - 1.493,57 - 1.493,57
Kelas IIIC - - - - -
d | Tidak Diperinci - - 360,85 - 360,85
Jumlah 70,97 40,20 3.279,50 - 3.390,67

Sumber : Kota Medan Dalam Angka 2020

c. Sosial, Ekonomi dan Budaya
1) Sosial

Jumah penduduk Kota Medan yang bekerja selama seminggu
sebanyak 1.010.253 orang, atau sebanyak 91.47% dari angkatan
kerja. Jumlah penduduk bekerja laki-laki lebih banyak yaitu sebesar
595.732 orang orang dari pada penduduk perempuan yang
berjumlah 414.521. Diketahui pula jumlah pengangguran penduduk
laki-laki sejumlah 58.114 dari

lebih banyak yaitu pada

pengangguran perempuan yaitu sebesar 36.051 orang.

Tabel 2. Jumlah Penduduk Yang Melakukan Kegiatan Utama Selama
Seminggu di Kota Medan 2019

No. Kegiatan Utama Jenis Kelamin
Laki-laki Perempuan | Jumlah

1 Angkatan Kerja 653.846 450.572 1.104.418
2 Bekerja 595.732 414.521 1.010.253
3 Pengangguran Terbuka 58.114 36.051 94.165
4 Bukan Angkatan Kerja 176.694 420.767 597.461
S Sekolah 93.887 103.273 197.160
6 Mengurus Rumah Tangga 27.201 299.591 326.792
7 Lainnya 55.606 17.903 73.509

Jumlah 830.540 871.339 1.701.879

Sumber: Kota Medan Dalam Angka 2020

Berdasarkan data, APK dan APM tertinggi berada pada jenjang
pendidikan SD/MI, dengan nilai 93.47%, disusul SMP/MTs, sebesar
80.00% lalu SMA/SMK/MA sebesar 61.43%. Selain itu, terjadi juga
peningkatan APM dan APK di semua lini dari tahun 2018 ke 2019.

Tabel 2.20 Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi

Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan di Kota Tebing

Tinggi 2018-2019

No. Jenjang Pendidikan Angka Partisipasi | Angka Partisipasi
Murni (APM) Kasar (APK)
2018 2019 2018 2019
1. | SD/MI 99,47 93,47 113,86 | 106,79
2. | SMP/MTs 87,54 80,00 87,89 | 100,07
3. | SMA/SMKMA 69,34 61,43 85,12 98,43

Sumber: Kota Medan Dalam Angka 2020
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Tabel 2.21 Jumlah Penduduk dan Agama Yang Dianut Menurut
Kecamatan di Kota Medan 2019

No. | Kecamatan | Islam Protes- | Katolik | Hindu | Budha | Lain-
tan lain

1 Medan 34.743 44.232 13.120 445 514 10
Tuntungan

2 Medan Johor 87.680 22.318 6.945 333 12.828

3 Medan 100.430 33.510 3.000 1
Amplas

4 Medan Denai 132.188 42.591 1.655 111 869

5 Medan Area 96.467 6.807 1.647 429 28.918 13

6 Medan Kota 47.466 21.409 13.274 314 21.848 18

7 Medan 43.277 5.008 2.424 1.424 15.095
Maimun

8 Medan 24.455 8.822 369 2.494 7.615
Polonia
Medan Baru 19.458 17.047 2.317 1.060

10 Medan 51.673 24.286 8.678 1.385 1.097
Selayang

11 Medan 89.918 18.975 3.133 1.611 13.403 1
Sungal

12 Medan 106.243 45.671 5.898 451 4.672 2
Helvetia

13 Medan 48.399 26.872 2.901 2.050 21.595
Petisah

14 Medan Barat 59.924 14.894 14.894 775 14.368 3

15 Medan Timur 71.765 18.075 5.458 3.842 13.565

16 Medan 79.089 31.023 2.531 455 14.062 14
Perjuangan

17 Medan 108.675 40.875 2.179 917 9.340
Tembung

18 Medan Deli 100.350 8.386 2.536 478 12.243

19 Medan 90.849 24.944 6.281 29 7.753
Labuhan

20 Medan 127.323 5.976 3.002 330 5.445 38
Marelan

21 Medan 80.888 28.686 10.443 217 5.452
Belawan

Kota Medan 1.601.296 | 492.407 | 112.685 | 19.150 | 210.683 99

Sumber: Medan Dalam Angka 2020

Berdarkan tabel di atas, penduduk beragama Islam, merupakan
penduduk terbanyak, sebesar 1.601.296 orang. Setelah itu, disusul
penduduk beragama Protestan, sebanyak 492.407 orang dan Budha,
sebesar 210.683 orang.

Di bidang pariwisata, Kota Medan sebagai ibukota provinsi
Sumatera Utara sebenarnya memiliki aset yang sangat berpotensi
untuk dikembangkan baik potensi wisata alami dan buatan. Secara
detail jumlah potensi pariwisata Kota Binjai disajikan pada tabel

berikut.

Tabel 2.22 Jenis dan Jumlah Objek Wisata di Kota Medan

No. Jenis Wisata Jumlah
1 Buatan 135
2 Alami 87

Sumber: Medan Dalam Angka 2020
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Berikut tersaji jumlah hotel, kamar dan tempat tidur serta

restoran di Kota Medan

Tabel 2.23 Jumlah Hotel dan Restoran di Kota Medan

Tahun Jumlah Hotel Restoran
2017 138 907
2018 157 1.028
2019 158 1.141

Sumber: Medan Dalam Angka 2020

2) Ekonomi
Berdasarkan data PDRB Kota Medan, jika dilihat struktur
PDRB-nya, Perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan

sepeda motor, merupakan sektor yang berkontribusi terbesar dalam

pembentuk PDRB di Kota Medan selama ini pada tahun 2019

mengalami kenaikan dari tahun 2018.

Tabel 2.24 PDRB Kota Medan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut
Lapangan Usaha Tahun 2018-2020

Tahun (Rp. x 1.000.000,-)
No Lapangan Usaha 2017 2018 2019
1 Pertanian, kehutanan dan 2.536.661,34 2.714,00 2.694.038,2
perikanan
2 Pertambangan dan 2.306,86 3.374,34 2.376,95
penggalian
3 Industri pengolahan 30.133.931.45 32.497.416,37 34.413.257,4
4 Pengadaan listrik dan gas 194.621,,6 211.137,13 221.608,33
5 Pengadaan air, pengolahan 400.651,59 435.601,,68 457.860,92
sampah, limbah dan daur
ulang
6 Konstruksi 39.045.126,48 42.986.701,49 46.722.922.9
7 Perdagangan besar dan 50.034.464,02 55.538.093,77 61.708,375,99
eceran; reparasi mobil dan
sepeda motor
8 Transportasi dan 12.914.639,42 14.012.114,47 15.395.335,18
pergudangan
9 Penyediaan akomodasi dan 6.233.068,4 6.730.284,22 7.352.234,79
makan minum
10 Informasi dan komunikasi 10.362.863,45 11.403.891,04 12.422.785.52
11 Jasa keuangan dan 13.546.809,15 14.266.852,04 14.668.098,52
asuransi
12 | Real estat 17.790.131,56 19.850.137,07 21.459.983,51
13 Jasa perusahaan 5.254.705,46 5.758.765.7 6.463.389,25
14 Administrasi pemerintahan, 3.709.240,21 4.051.872,66 4.380.479,54
pertahanan dan jaminan
social
15 | Jasa pendidikan 5.225.326,47 5.688.748.2 6.150.105,68
16 | Jasa kesehatan dan 3.292.292,93 3.741.257,42 4.119.498,55
kegiatansosia
17 | Jasa lainnya 2.358.900,99 2.593.716,97 2.830.004,58
PDRB 203.035.741,48 | 222.483.237,45 | 241.482.349.9

Sumber: Kota Medan Dalam Angka 2018-2020

Sedangkan pada PDRB ADHB, sub sektor tertinggi

adalah

Perdagangan besar dan eceran reparasi mobil dan sepeda motor.
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Tabel 2.25 PDRB Kota Medan Atas Dasar Harga Konstan Menurut
Lapangan Usaha Tahun 2018-2020

Tahun (Rp. x 1.000.000,-)

No. Lapangan Usaha 2017 2018 2019

1 Pertanian, kehutanan 1.511.455,23 1.545.154,45 1 487.78
dan perikanan

2 Pertambangan dan 1.839,16 1.878,59 1.866,19
penggalian

3 Industri pengolahan 19.854.711,19 20.853.295,06 21.728.253,45

4 Pengadaan listrik dan 155.275,71 162.691,51 169.573,40
gas

) Pengadaan air,
pengolahan sampah, 243.208,87 262.620,27 275.725,02
limbah dan daur ulang

6 Konstruksi 27.546.865,74 29.049.293,71 31.263.230,89

7 Perdagangan besar dan
eceran; reparasi mobil 36.330.526 38.498.257,17 40.847.510,90
dan sepeda motor

8 Transportasi dan 8.564.449,01 9.131.750,20 9.693.260,34
pergudangan

9 Penyediaan akomodasi 3.549.563.15 3.782.240,63 4.081.707,43
dan makan minum

10 Informasi dan 8.980.386,89 9.762.881,44 10.633.730,47
komunikasi

11 Jasa keuangan dan 8.969.577,12 9.147.862,83 9.337.940,35
asuransi

12 Real estat 10.775.341,16 11.567.798,60 12.168.167,34

13 Jasa perusahaan 3,269.873,78 3.616.238,5 3.722.599,14

14 Administrasi
pemerintahan, 2.263.707,65 2.457.691,84 2.622.848,73
pertahanan dan
jaminan social

15 Jasa pendidikan 4.104.951,65 4.360.215,14 4.619.647,94

16 Jasa kesehatan dan 2.127.139,08 2.308.291,05 2.416.319,07
kegiatansosia

17 Jasa lainnya 1.490.469,58 1.598.976,52 1.710.425,19

PDRB 139.739.341,78 148.007.137,48 156.780.580,88

Sumber: Kota Medan Dalam Angka 2018-2020

Gambar 2.28 Grafik PDRB Kota Medan Tahun 2015 - 2019
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d. Sarana Kesehatan Lingkungan

1) Fasilitas dan Tenaga Kesehatan

2019

Dalam upaya mewujudkan pemerataan pembangunan bidang

kesehatan di Kota Medan, hingga tahun 2020 Pemerintah Kota

Medan mengelola fasilitas kesehatan berupa kelembagaan dan SDM

kesehatan seperti tersaji sebagai berikut:
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Tabel 2.26 Fasilitas Kesehatan dan Kapasitas Daya Tampung
Tempat Tidur Fasilitas Kesehatan

No. Jenis Fasilitas Kesehatan Jumlah Jumlah Tempat

Tidur

1 Rumah Sakit 53 1.179

2 Rumah Sakit Bersalin 9 175

3 Puskesmas 47 249

4 Puskesmas Pembantu 39 197

5 Klinik 114 357

6 Apotek 127 -

Sumber: Kota Medan dalam Angka, 2020.

Fasilitas kesehatan yang paling banyak adalah Klinik yang
beroperasi di seluruh kecamatan Kota Medan. Dan fasilitas
kesehatan dengan daya tampung tertinggi adalah Rumah Sakit
dengan kapasitas 1.179 tempat tidur.

Ketersediaan Sumberdaya Manusia dalam hal ini Tenaga
Kesehatan Medis dan non-Medis juga turut mempengaruhi kinerja
Pemko di bidang kesehatan. Berikut tersaji data terkait tenaga

kesehatan yang bertugas di Kota Medan.

Tabel 2.27 Jumlah Tenaga Medis dan Non Medis di Kota Medan

No. Tenaga Kesehatan Orang Tenaga Kesehatan Orang

Medis Non Medis
1. Dokter Spesialis 1.830 Ahli Gizi 981
2. Dokter Umum 871 Teknisi Medis 579
3. Dokter Gigi 296 Ahli Sanitasi 155
4. Perawat 580 Ahli Kesmas 259
S. Bidan 383 Apoteker 571
0. Farmasi 90

Sumber: Kota Medan dalam Angka, 2020.

Insiden Penyakit

ISPA merupakan penyakit yang banyak diderita oleh penduduk
Kota Medan, peringkat kedua, ketiga dan keempat didominasi oleh
penyakit tidak menular. Lalu pada peringkat kelima adalah penyakit
menular. Tidak ditemukan data terkait penyakit yang ditimbulkan

melalui air dan kekurangan air.

Tabel 2.28 Insidensi Penyakit Yang Paling Sering Menjangkit di Kota

Medan
No Nama Penyakit Jumlah Penderita
1. Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) 203.558
2. Tekanan darah tinggi/hipertensi 89.333
3. Penyakit sistem otot/jaringan pengikat 57.816
4. Penyakit Pulpa 27.410

Sumber: Kota Medan dalam Angka, 2020

Sanitasi Lingkungan
Pemerintah Kota Medan telah mencanangkan 5 pilar program

Sanitasi Total Berbasis Lingkungan (STBM) untuk mengurangi




62

penyakit tersebut. 5 pilar dimaksud adalah berhenti buang air besar

sembarangan, cuci tangan pakai sabun, pengelolaan air minum dan

makanan rumah tangga, pengelolaan sampah rumah tangga, dan

pengelolaan limbah cair rumah tangga.

e. Ruang dan Lahan

+

9.148,19 ha,

Penggunaan lahan di Kota Medan didominasi permukiman =*

17.441,42 ha dan kawasan hijau

terkecil lahan

perguruan tinggi + 3,01 ha. Penggunaan lahan lihat pada tabel dan

gambar berikut.

Tabel 2.29 Penggunaan Lahan Kota Medan

No. Penggunaan Lahan Luas (Ha) % Terhadap

Luas Wilayah
1. Kawasan Hijau 9.148,19 31,96
2. Komersil 1.014,30 3,40
3. Mangrove 1.019,27 3,60
4. Perguruan Tinggi 3,01 0,01
5. Permukiman 17.441,42 60,93
Total 28.626,19 100,00

Sumber : Peta GIS RTRW Kota Medan Tahun 2011-2031

Gambar 2.29 Peta Penggunaan Lahan Kota Medan

f. Kependudukan

Jumlah penduduk Kota Medan pada tahun 2019 yaitu £ 2.279.894

jiwa. Jumlah penduduk terbesar di Kecamatan Medan Deli yaitu *

190.971 jiwa, sedangkan jumlah terkecil di Kecamatan Medan Maimun

* 41.139 jiwa. Selengkapnya mengenai jumlah penduduk Kota Medan

disajikan pada tabel berikut.
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- Sarjana Teknik Mesin/Elektro;
- Sarjana Teknik Sipil;
- Sarjana Ekonomi;
- Sarjana Hukum,

Selain itu perlu didukung serta oleh tenaga non-ahli untuk posisi
admin dapat lulusan diploma atau yang sederajat. Penempatan SDM
harus disesuaikan antara latar belakang pendidikan/pengalaman

dengan job deskripsi dari struktur organisasi yang dibentuk.

d. Rencana Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)

Untuk menyiapkan dan mendapatkan SDM yang handal
khususnya dalam bidang air minum, dibutuhkan program pelatihan
yang terpadu dan terprogram seperti mengikuti pelatihan yang
dilaksanakan oleh pihak-pihak yang sangat konsen terhadap
pengembangan air minum, seperti yang dilaksanakan oleh
departemen PU, BPPSPAM, Perpamsi atau dari lembaga donor/asing.
Selain itu kegiatan studi banding dan mengikuti On Job Training ke
UPTD SPAM / PDAM yang lebih maju sangat membantu untuk

meningkatkan kemampuan SDM.

Untuk menyiapkan dan mendapatkan SDM yang handal
khususnya dalam bidang air minum, dibutuhkan program pelatihan
yang terpadu dan terprogram seperti mengikuti pelatihan yang
dilaksanakan oleh pihak-pihak yang sangat konsen terhadap
pengembangan air minum, seperti yang dilaksanakan oleh
departemen PU, BPPSPAM, Perpamsi atau dari lembaga donor/asing.
Selain itu kegiatan studi banding dan mengikuti On Job Training ke
UPTD SPAM / PDAM yang lebih maju sangat membantu untuk
meningkatkan kemampuan SDM.

Usulan kebutuhan pelatihan adalah sebagai berikut:

- Pelatihan GIS;

- Pelatihan Customer Service dan Manajemen Pemasaran;

- Pelatihan Manajemen dan Pemeliharaan Prasarana Air Minum;

- Pelatihan Administrasi Perkantoran.

GUBERNUR SUMATERA UTARA,
Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BIRO HUKUM, ttd
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Pembina Utama Muda (IV/c)
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